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ABSTRAK 

 

Waas Sab. NIM: 21801029. Analisis Fenomena Dispensasi Kawin (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Lebong). Program Studi Hukum Keluarga Islam.  

Program Pascasarjana IAIN Curup. 

 

Kenaikan angka pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama Lebong sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan terlebih sejak lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 

fenomena ini menjadi hal yang perlu untuk dikaji. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui faktor penyebab dan dasar pertimbangan yang digunakan 

hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Lebong. 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah field  

research dan pendekatan penelitian case study. Sumber  data penelitian, data 

primer: hasil wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Lebong khususnya 

hakim yang menangani kasus dispensasi kawin;  data sekunder: mencakup 

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud 

laporan dan sebagainya, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah perkara 

dikabulkan permohonan dispensasi kawin. Setelah data diperoleh kemudian 

diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah berupa reduksi data, penyajian data 

dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.  

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama faktor penyebab 

terjadinya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin terdapat 5 faktor 

yaitu: (a) Faktor dampak perubahan Undang-Undag No. 16 Tahun 2019, (b) 

faktor kehamilan, (c) faktor pendidikan (d) faktor ekonomi, dan (e) faktor 

keinginan anak untuk menikah di usia dini. Kedua dasar pertimbangan hakim 

dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong 

ialah: (a) adanya alasan yang mendesak yang bersifat darurat seperti calon 

mempelai wanita dalam keadaan hamil, (b) niat dari para pemohon, hakim akan 

melihat niat dari pemohon yaitu bukan hanya dari sekedar tahsiniyat namun harus 

bersifar darruriyat, (c) kelengkapan syarat administrasi, (d) keterangan-keterangan 

anak dan saksi, (e) kematangan fisik dan mental anak dan, (f) kedua calon 

mempelai tidak memiliki hubungan yang melarang mereka untuk menikah. 

 

Kata kunci: Dispensasi Kawin, Undang-Undang, Pengadilan Agama.  
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ABSTRACT 

 

Waas Sab. NIM: 21801029. Analysis of the Phenomenon of Marriage 

Dispensation (Case Study at the Lebong Religious Court). Islamic Family Law 

Study Program. IAIN Curup Postgraduate Program. 

 

The increase in the number of filing applications for marriage dispensation 

at the Lebong Religious Court from 2019 to 2021 has experienced a very 

significant increase, especially since the birth of Law Number 16 of 2016 this 

phenomenon has become a matter that needs to be studied. The purpose of this 

study was to find out the causal factors and the basic considerations used by the 

judge in granting the request for dispensation of marriage at the Lebong Religious 

Court. 

The research methodology used in this research is field research and a case 

study research approach. Sources of research data, primary data: results of 

interviews with judges at the Lebong Religious Court, especially judges handling 

cases of dispensation of marriage; secondary data: includes official documents, 

books, research results in the form of reports and so on, the secondary data source 

in this study is the case where the application for dispensation of marriage is 

granted. After the data is obtained, it is then processed and analyzed with steps in 

the form of data reduction, data presentation and verification or drawing 

conclusions. 

The results of the study show that: first, the factors causing the increase in 

applications for dispensation of marriage are 5 factors, namely: (a) Factors 

impacting changes in Law No. 16 of 2019, (b) pregnancy factor, (c) educational 

factor (d) economic factor, and (e) child's desire to marry at an early age. The two 

basic considerations of the judge in granting the request for a marriage 

dispensation at the Lebong Religious Court are: (a) there are urgent, emergency 

reasons such as the prospective bride being pregnant, (b) the intentions of the 

applicants, the judge will see the intentions of the applicant, namely not only not 

just tahsiniyat but must be darruriyat, (c) completeness of administrative 

requirements, (d) statements of children and witnesses, (e) physical and mental 

maturity of children and, (f) the two bride and groom do not have a relationship 

that prohibits them from getting married. 

 

Keywords: Marriage Dispensation, Law, Religious Courts. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peradilan Agama merupakan bagian dari lembaga-lembaga 

peradilan yang ada di Indonesia. Setara dengan Peradilan Negeri, 

Peradilan Agama juga mempunyai kedudukan yang penting dalam 

penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 

Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan pokok kekuasaan kehakiman 

Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, 

Peradilan Agama memiliki kedudukan yang sama (Sederajat) dengan 

lingkungan peradilan lain.
1
 

Adapun hukum materiil yang berlaku di Peradilan Agama adalah 

Hukum Islam. Wewenang Peradilan Agama terdiri atas 2 kompetensi yaitu 

kompetensi relative dan kompetensi Absolut. Kompetensi absolut 

merupakan wewenang pengadilan untuk mengadili suatu perkara 

berdasarkan materi hukum atau materiil. Sedangkan, kompetensi relative 

Pengadilan Agama adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu 

tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Adapun kompetensi absolut 

Pengadilan Agama merujuk Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan 

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang 

                                                           
1 Abdullah Tri Wahyudi and IAIN Surakarta, „Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di 

Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi‟ 7, no. 2 (2016): h. 286 
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Pengadilan Agama serta asas personalitas keIslaman menjadi dasar 

kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara-perkara seperti: perkawinan, 

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi 

syariah.
2
 

Kehadiran Peradilan Agama sudah barang tentu menjadi solusi 

bagi masyarakat untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat 

mereka selesaikan melalui adat ataupun kekeluargaan. Permasalahan 

pernikahan dini menjadi fenomena yang dari waktu ke waktu semakin 

meningkat. Dalam Undang-undang, pernikahan dini ialah pernikahan yang 

terjadi di mana pengantin laki-laki dan pengantin perempuan menikah 

dengan usia di bawah batas usia pernikahan yang sudah ditetapkan oleh 

Undang-Undang.
3
  

Pernikahan dini tentu saja memberikan berbagai dampak bagi dari 

positif maupun negatifnya. Adapun berbagai dampak yang akan timbul 

akibat pernikahan dini dari sisi positifnya bisa dilihat dari 2 sisi yaitu:
4
 

1. Mengurangi beban orang tua, karena dengan menikahkan anaknya 

terutama anak perempuan sesuai dengan kebiasaan masyarakat maka 

semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suami.  

                                                           
2 Umroh Nadhiroh, „Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 1047/Pdt. G/2006/Pa.Pbg. Tahun 2006)‟ 

(Semarang, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h. 30 
3 Yudho Bawono, Lailatul M Hanim, and Jayaning S Astuti, ‘Budaya dan Pernikahan 

Dini di Indonesia’, Vol ., 2022, h. 84 
4 Dewi Puspita Ningsih, „Dampak Pernikahan Dini Di Desa Keruak Kecamatan Keruak 

Kabupaten Lombok Timur’, . . Oktober 6, no. 2 (2020): h. 410 
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2. Mencegah perbuatan maksiat, seperti halnya terjadi perzinahan atau 

berhubungan intim di luar nikah dengan menikahkan anak mereka 

orangtua akan merasa lega dan tenang karena takut anaknya akan 

berbuat zina dan hamil di luar nikah.  

Kemudian dampak dari segi negatif, yang ditimbulkan akibat 

pernikahan dibawah umur diantaranya adalah:
5
  

1. Dampak terhadap pasangan suami istri; 

2. Dampak terhadap keluarga 2 belah pihak; 

3. Dampak terhadap anak-anaknya; 

4. Putus sekolah;  

5. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga); 

6. Dampak terhadap penilaian masyarakat;  

7. Kesehatan reproduksi. 

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan:
6
 (1) “Perkawinan hanya diizinkan 

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun. 

Kemudian pada ayat ke dua (2) dijelaskan bahwa “Dalam hal terjadi 

penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat satu (1), orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada 

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung 

yang cukup, jadi apabila terjadi pernikahan di mana calon mempelai 

                                                           
5 Ningsih, h. 411 
6 „Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.‟, n.d 
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wanita dan calon mempelai laki-lakinya berada di bawah umur 19 tahun 

itu termasuk ke dalam kategori pernikahan dini atau pernikahan di bawah 

umur.  

Sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UU Nomor 16 

Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 2 di atas apabila terjadi penyimpangan dalam 

artian ada anak yang hendak menikah namun belum mencapai umur 19 

Tahun maka pihak wanita boleh meminta dispensasi kepada pengadilan 

dengan alasan-alasan yang sifatnya darurat, penting dan mendesak.
7
 

Adapun alasan yang mendesak mengajukan permohonan dispensasi kawin 

tersebut berdasarkan observasi awal penulis mayoritas disebabkan oleh 

keinginan para pihak untuk menikah cepat dan hamil di luar nikah. 

Dispensasi kawin memiliki makna keringanan akan sesuatu batasan 

(batasan umur) di dalam melaksanakan pernikahan.  

Tujuan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu adanya perubahan ketentuan 

batas minimal usia pernikahan adalah untuk menekan laju peningkatan 

angka pernikahan di bawah umur.
8
 Karena berdasarkan pertimbangan 

bahwa batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa dan 

raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan 

dari pernikahan agar tidak berakhir perceraian dan bisa mendapatkan 

keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga dengan adanya 

kenaikan batas usia perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun akan 

                                                           
7 „Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.‟, pasal 7 ayat 2 
8 „Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.‟, Ketentuan Umum 
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menurunkan angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan 

anak. Namun ternyata kenaikan batasan umur dalam Undang-Undang ini 

tidak serta-merta mencapai tujuannya, hal ini dapat terlihat bahwa 

permohonan dispensasi nikah semakin hari dari tahun ke tahun semakin 

meningkat. 

Berdasarkan observasi awal penulis, pada Pengadilan Agama 

Lebong permohonan dispensasi pernikahan masih tinggi hal tersebut 

penulis dapatkan dari data di Pengadilan Agama Lebong secara 

eksponensial dari tahun 2019, 2020 dan 2021. Pengadilan Agama Lebong 

selalu mengalami peningkatan permohonan dispensasi kawin setiap 

tahunnya. Dari data yang penulis dapatkan bahwa tercatat pada tahun 2019 

terdapat 14 perkara permohonan dispensasi kawin di mana 11 perkara 

dikabulkan dan 3 perkara lainnya dengan rincian 1 perkara ditolak, 1 

perkara dicabut dan 1 perkara lagi dicoret dari register. Kemudian, pada 

tahun selanjutnya, tahun 2020 Pengadilan Agama Lebong menerima 

sebanyak 53 perkara yang menandakan bahwa ada peningkatan yang 

cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019.  

Dari 53 perkara tersebut apabila dirincikan dapat terlihat bahwa 

sebanyak 49 perkara yang diajukan berstatus dikabulkan, 2 perkara 

dicabut, 1 perkara ditolak dan 1 perkara dinyatakan NO (Niet 

Onvankelijke) artinya putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak 

dapat diterima karena mengandung cacat formiil. Kemudian, pada tahun 

2021 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong lagi-lagi 
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mengalami peningkatan yaitu Pengadilan menerima sebanyak 76 perkara 

di mana sebanyak 74 perkara dikabulkan dan 2 perkara lainnya dicabut.  

Agar lebih jelas penulis membuat tabel mengenai data perkara 

pengajuan permohonan dispensasi kawin yang masuk sejak tahun 2019 

sampai dengan 2021 sebagai berikut: 

Data Pra-observasi pengajuan permohonan dispensasi  tahun 2019-

2021 Pengadilan Agama Lebong 

TABEL 1.1 

No Tahun Jumlah 

permohonan 

yang masuk 

Jumlah 

permohonan 

yang dikabulkan 

Jumlah 

permohonan yang 

ditolak 

(Dicabut/dicoret 

dari register) 

 

1 2019 14 perkara 11 perkara 3 perkara 

2 2020 53 perkara 49 perkara 4 perkara 

3 2021 76 perkara 74 perkara 2 perkara 

 

Dapat Penulis simpulkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2021 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong mengalami 

peningkatan setiap tahunnya dengan total keseluruhan perkara yang 

diajukan sebanyak 141 perkara dengan rincian 134 perkara yang 

dikabulkan dan 7 perkara lainnya berstatus ditolak, dinyatakan NO, dan 

dicoret dari daftar register. Meskipun Undang-Undang nomor 16 Tahun 

2019 tentang perubahan ketentuan batas usia pernikahan sudah ada dan 

disahkan oleh pemerintah dengan melihat realita data bahwa hampir 

seluruh permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama 

Lebong dikabulkan oleh majelis hakim mengapa hal tersebut terjadi dan 
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apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin yang diajukan para pihak tersebut.  

Maka berdasarkan hal yang penulis sebutkan di atas, penulis 

merasa bahwa penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai 

Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lebong mengangkat 

judul “Analisis Fenomena Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan 

Agama Lebong)”.  

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang serta luasnya cakupan penelitian maka 

penulis memfokuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 1) Apa faktor penyebab terjadinya peningkatan 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong; 2) 

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong.  

C. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan pada latarbelakang masalah di atas, maka 

penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai rumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Apa faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong? 

2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong? 
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D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin 

dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu tujuan dalam 

penelitian yang berjudul “Analisis Fenomena Dispensasi Kawin (Studi 

Kasus Pengadilan Agama Lebong) adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui faktor yang menjadi alasan mengapa terjadi 

peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Lebong.  

b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan 

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian mengenai Analisis Fenomena Dispensasi Kawin (Studi 

Kasus di Pengadilan Agama Lebong) diharapkan mampu memberikan 

kegunaan sebagai berikut: 

a. Kegunaan secara Teoritis 

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi 

bagi perkembangan hukum Islam terutama dalam hal dispensasi kawin 

bagi calon pasangan suami istri yang usianya masih di bawah 

ketentuan Undang-Undang.  
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b. Kegunaan secara Praktis 

Selain kegunaan secara teoritis, hasil dari penelitian yang penulis 

lakukan ini juga diharapkan mampu memberikan kegunaan secara 

praktis sebagai berikut:  

1) Memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang 

berkaitan dengan masalah dispensasi kawin, terutama pada anak-

anak yang berusia dibawah 19 tahun, kepada orang tua dan 

masyarakat luas. Kemudian juga diharapkan mampu memberikan 

pemahaman akademis terutama di kalangan mahasiswa dan lulusan 

Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.  

2) Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya meningkatkan 

pemahaman mengenai dispensasi kawin. Kemudian untuk 

memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Magister Hukum (M.H.) 

dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN 

 

A. Kajian Teori 

1. Perkawinan 

a. Pengertian Perkawinan 

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu cara yang 

dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi umat manusia untuk 

bereproduksi, beranak, berkembang biak dan untuk melestarikan 

hidup.1 

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang 

menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.2  

Secara bahasa kata “nikah” berasal dari bahasa arab yaitu 

“nikaahu” yang merupakan masdar atau berasal dari kata kerja 

“nikah” adapun sinonimnya dalam bahasa arab yaitu الزواج yang 

jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia memilki makna 

perkawinan. Kata nikah kemudian dibakukan ke dalam bahasa 

Indonesia.3  

                                                           
1 Barzah Latupono, „Akibat Hukum dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh Suami Tanpa 

Ijin Istri Sahnya‟, Batulis Civil Law Review 1, no. 1 (22 November 2020): h. 61., 

https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.431 
2 Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, Fiqh Munakahat, 1st ed. (Bandung: pustaka setia, 

2001), h. 9 
3 Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, h. 10 
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Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) kata nikah 

umumnya dalam KHI ditemukan istilah “Kawin atau Perkawinan” 

yang dimaksud dengan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam 

merujuk pada BAB II Dasar-dasar Perkawinan yaitu “Perkawinan 

menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan 

ghalidzan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan 

perkawinan merupakan ibadah.4 Sedangkan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak menggunakan istilah “nikah atau 

pernikahan” namun menggunakan istilah “kawin atau 

perkawinan”, adapun pengertian dari perkawinan menurut Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 ialah “Ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 

kekal.” Pernyataan ini termaktub pada Bab I Pasal 1 UU No. 1 

Tahun 1974.5 

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan, 

membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. 

Pernikahan bukan hanya merupakan suatu jalan menuju kehidupan 

rumah tangga dan keturunan tetapi juga boleh dipandang sebagai 

suatu jalan menuju gerbang perkenalan diantara suatu kaum 

dengan kaum lainnya di mana dengan perkenalan tersebut dapat 

                                                           
4 H. Abdurrahman, Kompilasi hukum Islam di Indonesia, Cetakan Pertama (Jakarta: 

Akademi Pressindo, 1992), h. 2 
5 H. Abdurrahman, h. 73 
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menjadi jalan untuk melakukan kebaikan (pertolongan) dari satu ke 

lainnya.6 

Dari beberapa pengertian dari pernikahan atau perkawinan 

yang sudah penulis uraikan di atas dapat dilihat bahwa pengertian 

dari perkawinan yaitu: 

1) Perkawinan adalah suatu jalan yang ditetapkan oleh Allah SWT 

untuk bereproduksi, melahirkan anak, berkembang biak dan 

melestarikan kehidupan. 

2) Perkawinan adalah menghalalkan pergaulan dan membatasi 

hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan 

mahram. 

3) Perkawinan adalah akad yang sah dan kuat bertujuan untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang baik dan 

melaksanakan pernikahan merupakan suatu ibadah. 

Dapat penulis simpulkan bahwa pengertian Perkawinan 

ialah akad yang sah, diperintahkan oleh Allah SWT untuk 

menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang 

bukan mahram untuk mencapai rumah tangga yang baik dan 

melaksanakan perkawinan bernilai ibadah.  

b. Dasar Hukum Perkawinan  

Perkawinan merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh 

Allah SWT dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk 

                                                           
6 Nuril Farida Maratus, „Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan 

Sosiologi Hukum)‟, Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam 2, no. 1 (29 January 2020): 

h. 69., https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.40 
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menghindari perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang 

haram dan berdosa.7 Banyak terdapat perintah-perintah Allah SWT 

di dalam Al-Qur‟an untuk melaksanakan Perkawinan adapun 

diantaranya ialah terdapat dalam Qs. An-Nur ayat 32: 

لِحِيَن مِنأ عِبَادكُِمأ وَإِمَا ۟  وَأنَكِحُوا ىَم مِنكُمأ وَٱلص م َيَمَ إِن  ۟  ئِكُمأ ۟  ٱلْأ
لِهِ ۟  راَفُ قَ  ۟  يَكُونوُا سِعٌ عَلِيمٌ  ۟   ۦءَ يُ غأنِهِمُ ٱلل هُ مِن فَضأ وَٱلل هُ ومَ  

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di 

antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari 

hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika 

mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka 

dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha 

Mengetahui.8 

 

 Selain dalam Al-Qur‟an surat An-Nur ayat 32 perintah 

Allah SWT untuk melaksanakan pernikahan juga terdapat dalam 

Qs.Al-Ahzaab ayat 36: 

يَِ رةَُ   وَمَا راً أَنأ يَكُونَ لََمُُ الْأ مِنَةٍ إِذَا قَضَى الل هُ وَرَسُولهُُ أمَأ كَانَ لِمُؤأمِنٍ وَلََ مُؤأ
رهِِمأ  وَمَنأ يَ عأصِ الل هَ وَرَسُولَهُ فَ قَدأ ضَل  ضَلََلًَ مُبِينًا ۟  مِنأ أمَأ  

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak 

(pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya 

telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan 

(yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai 

Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang 

nyata.9 

 

                                                           
7 Wahyu Wibisana, „Pernikahan Dalam Islam‟, Jurnal Pendidikan Agama Islam 14, no. 2 

(2016): h. 185 
8 Menteri Agama, Al-Quran Dan Terjemahannya, n.d., h. 282. 
9 Menteri Agama, h. 237 
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Kemudian dalam sebuah hadis Nabi Muhammad Saw 

bersabda:10  

 .وَقاَلَ عَلَيأهِ الص لََةُ وَالس لََمُ: النِّكَاحُ سُن تِِأ فَمَنأ رَغِبَ عَنأ سُن تِِأ فَ لَيأسَ مِنِّّأ 
“Nikah Itu sunnahku, Maka siapa yang tidak menyukai 

sunnahku ia tidak termasuk golonganku.” 

Keutamaan menikah juga dijelaskan dalam hadist Nabi 

Muhammad Saw:
11

 

رمُِوأا أَوألََدكَُمأ  قاَلَ الن بُِّ عَلَيأهِ الص لََةُ وَالس لََمُ: الت  زأوِيأجُ بَ ركََةٌ وَالأوَلَدُ رَحْأَةٌ فأََكأ
وألََدِ عِبَادَةٌ   .فإَِن  كَراَمَةَ الْأ

“Pernikahan itu keberkahan dan anak itu rahmat, maka 

muliakanlah anak kalian, sesungguhnya memuliakan anak-anak itu 

ibadah.” 

 

Hukum asal perkawinan itu asalnya mubah (boleh) 

maksudnya hukumnya tidak diwajibkan tetapi tidak juga dilarang. 

Dengan berdasarkan perkembangan illat-nya atau keadaan dari 

masing-masing orang yang hendak melaksanakan perkawinan, 

maka hukum perkawinan bisa berubah menjadi sunnah, wajib, 

makruh dan juga haram.12  

Menurut syariat Islam dan tuntunan Perkawinan yang benar 

hukum pernikahan dapat digolongkan menjadi 5 (lima) kategori 

yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Penggolongan 

                                                           
10 Nuril Azizah, „Hadîts-Hadîts Tentang Keutamaan Nikah Dalam Kitab Lubâb Al-Hadîts 

Karya Jalâl Al-Dîn Al-Suyûthî‟ 12, no. 1 (2014): h. 118 
11 Sunan Abi Daud, Kitab Al-Nikah, vol. 12345, 3, n.d., h. 762 
12 Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, „Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam‟, 

Ahsana Media 7, no. 02 (29 July 2021): h. 41 

https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45 
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hukum Perkawinan tersebut berdasarkan keadaan dan kemampuan 

seseorang untuk melaksanakan Perkawinan. Berikut penjabaran 

dari 5 kategori hukum sebagai berikut:13  

1) Wajib 

Perkawinan akan berstatus hukum wajib apabila seseorang 

sudah memiliki kemampuan untuk menikah dan membangun 

rumah tangga serta ia juga tidak mampu lagi untuk menahan diri 

dari hal-hal yang dapat membawa dirinya ke dalam perbuatan zina. 

Wajib dilaksanakannya bagi orang tersebut untuk melaksanakan 

pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa 

melakukan perbuatan yang menjurus ke perbuatan yang sifatnya 

zina.   

2) Sunnah 

Berdasarkan pendapat para ulama pernikahan status 

hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk 

menikah atau sudah siap berumah tangga akan tetapi masih mampu 

membentengi dirinya dari sesuatu yang bisa menjerumuskan 

dirinya pada perbuatan zina/maksiat. Dalam artian, seseorang 

hukumnya sunnah untuk melaksanakan pernikahan jika ia tidak 

dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina jika ia belum 

menikah. Meskipun demikian, Islam senantiasa menganjurkan 

umat-umatnya untuk menikah jika sudah memiliki kemampuan 

                                                           
13 Suryantoro and Rofiq, h. 44-45 
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karena melaksanakan pernikahan merupakan salah satu bentuk 

ibadah.  

3) Haram 

Perkawinan dapat menjadi haram hukumnya apabila 

dilaksanakan oleh orang yang tidak mempunyai kemampuan dan 

tanggung jawab untuk membina rumah tangga dan apabila ia 

menikah dikhawatirkan dia akan menelantarkan istrinya. Selain itu, 

jika pernikahan dilaksanakan dengan maksud untuk menganiaya 

atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam Islam atau 

jika dilaksanakan pernikahan tersebut dengan tujuan untuk 

menghalangi seseorang agar tidak menikah dengan orang lain akan 

tetapi ia kemudian menelantarkan pasangannya.  

4) Mubah  

Perkawinan hukumnya boleh atau mudah dilakukan apabila 

seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk menikah namun ia 

dapat tergelincir dalam perbuatan maksiat (zina) jika ia tidak 

melakukannya. Pernikahan akan bersifat mubah jika ia menikah 

hanya semata-mata untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan 

bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai ajaran syariat Islam 

namun ia juga tidak terlalu dikhawatirkan akan menelantarkan 

istrinya. 

5) Makruh 
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Perkawinan akan dikategorikan makruh hukumnya apabila 

dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan dan 

tanggung jawab untuk membangun rumah tangga serta ia dapat 

menahan dirinya dari perbuatan maksiat (zina) sehingga jika ia 

tidak menikah maka tidak dikhawatirkan terjerumus ke dalam 

perbuatan maksiat (zina). 

c. Tujuan Perkawinan  

Manfaat terbesar dari perkawinan adalah menjaga dan 

memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. 

Tujuan perkawinan hakikatnya dalam Islam ialah pembinaan 

akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan 

yang terjadi diantara 2 pasangan suami istri dapat dibangun 

menjadi kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan 

dalam bangunan tersebut ialah kehidupan rumah tangga dan 

terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan 

kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.14 

Tujuan pernikahan atau perkawinan menurut hukum Islam 

terdiri dari beberapa tujuan sebagai berikut: 

1) Berbakti kepada Allah SWT; 

2) Memenuhi atau mencukupkan kodrat sebagai manusia yang 

sudah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling 

membutuhkan; 

                                                           
14 Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, Fiqh Munakahat, h. 19-20 
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3) Mempertahankan keturunan umat manusia; 

4) Melanjutkan perkembangan dan ketenteraman hidup rohaniah 

antara pria dan wanita; 

5) Mendekatkan dan saling menimbulkan rasa perhatian antar 

golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.15 

 Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan pada QS. Ar-

Ruum ayat 21: 

نَكُمأ  هَا وَجَعَلَ بَ ي أ كُنُوا إِليَ أ وَمِنأ آياَتهِِ أَنأ خَلَقَ لَكُمأ مِنأ أنَ أفُسِكُمأ أزَأوَاجًا لتَِسأ
لِكَ لََياَتٍ لقَِوأمٍ يَ تَ فَك رُونَ  ۟  مَوَد ةً وَرَحْأَةً  إِن  فِ ذمَ  

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berpikir. 

 

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, 

khususnya bagi umat Islam ialah sebagai berikut:16 

1) Dengan melangsungkan pernikahan yang sah maka dapat 

terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual 

maupun kelompok antara pria dan wanita, sesuai dengan 

kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat di antara 

makhluk-makhluk Allah lainnya.  

                                                           
15 Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, h. 21 
16 Santoso, „Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam 

Dan Hukum Adat‟, Yudisia Vol. 7, no. No. 2 (2016): h. 420 
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2) Dengan melangsungkan pernikahan dapat berbentuk satu 

rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat 

terlaksana secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai 

kasih dan sayang antara suami istri.  

3) Dengan melangsungkan pernikahan yang sah, diharapkan 

dapat memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat 

sehingga keberlangsungan hidup dalam rumah tangga dan 

keturunannya dapat berlangsung secara jelas. 

4) Dengan melangsungkan pernikahan maka timbullah sebuah 

keluarga yang merupakan inti dari pada hidup di kalangan 

masyarakat, sehingga dapat diharapkan timbulnya suatu 

kehidupan masyarakat yang teratur dan damai. 

5) Melangsungkan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-

ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur‟an dan Sunnah 

Rasul merupakan suatu ibadah dalam Islam.  

d. Rukun dan syarat Sah Perkawinan 

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan 

tersebut dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku 

sebaliknya jika tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum 

dikatakan tidak sah. Jadi jika tidak sah pernikahan tersebut 
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menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berarti tidak sah 

menurut aturan Undang-Undang.17 

Menurut Pradjohamidjojo, perkawinan dianggap sah jika 

dilaksanakan: 

1) Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan; 

2) Secara tertib menurut hukum syari‟at (bagi yang beragama 

Islam), dan 

3) Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh 

Pegawai Pencacatan Nikah Pasal (2).18 

Adapun dalam Undang-Undang perkawinan pada Pasal 2 

ayat (1) dijelaskan bahwa: “Perkawinan adalah sah jika dilakukan 

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. 

Dapat kita lihat bahwa agama merupakan landasan utama bagi 

sahnya perkawinan.19 Dalam hukum Islam suatu perkawinan 

dikatakan sah dan dapat dilaksanakan jika sudah memenuhi rukun 

dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan 

adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri apabila ada 1 rukun 

yang tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.20 

Adapun yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus 

ada dalam perkawinan apabila ada satu syarat yang tidak terpenuhi 

                                                           
17 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, cet. 3 (Bandung: Bandung 

Mandar Maju, 2007), h. 26 
18 Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet. 3 (Jakarta: Indonesia 

Legal Center Publishing, 2011), h. 9 
19 „Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974‟, n.d 
20 Rizky Perdana Kiay Demak, „Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di 

Indonesia‟, Lex Privatum Vol. 6, no. 6 (Agustus 2018): h. 123 
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maka perkawinan tidak sah. Berikut akan penulis jabarkan 

mengenai rukun dan syarat perkawinan:21 

1) Calon mempelai pria. 

a) Beragama Islam 

b) Laki-laki 

c) Jelas orangnya 

d) Dapat memberikan persetujuan 

e) Tidak terdapat halangan perkawinan. 

2) Calon mempelai wanita. 

a) Beragama 

b) Perempuan 

c) Jelas orangnya 

d) Dapat dimintai persetujuannya 

e) Tidak terdapat halangan perkawinan. 

3) Wali dari calon mempelai wanita. 

a) Laki-laki 

b) Dewasa  

c) Mempunyai hak perkawinan 

d) Tidak terdapat halangan perwaliannya 

4) 2 (dua) orang saksi. 

a) Minimal 2 orang laki-laki  

b) Hadir dalam ijab qabul 

                                                           
21 H. Abdurrahman, Kompilasi hukum Islam di Indonesia, h. 5 
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c) Dapat mengerti maksud akad 

d) Islam  

e) Dewasa. 

5) Aqad nikah.  

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari awal 

b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria 

c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata 

nikah atau tazwij 

d) Antara ijab dan qabul bersambungan 

e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

f) Orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang dalam 

ihram haji/umrah 

g) Majelis ijab qabul itu harus minimum empat orang. 

 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 

memberikan syarat mengenai batas minimal usia pernikahan 

dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila calon pria 

dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.” 

2. Dispensasi Kawin 

a. Pengertian Dispensasi Kawin 

Dalam perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan 

Agama ada beberapa yang berkaitan dengan hak-hak anak, 

diantaranya adalah permohonan dispensasi kawin. Dispensasi 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna 
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“Pengecualian dari aturan karena ada pertimbangan khusus; 

pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan”.22 

Permohonan dispensasi kawin ialah suatu permohonan 

yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Agama agar 

memberikan izin kepada pemohon agar boleh melaksanakan 

pernikahan, hal ini disebabkan oleh adanya salah satu syarat yang 

belum pemohon penuhi yaitu berkenaan dengan batas usia 

perkawinan.23 Dispensasi kawin merupakan keputusan yang 

diberikan oleh Pengadilan Agama terkait keringanan kepada calon 

mempelai yang belum mencapai batas usia perkawinan dalam 

Undang-Undang. Permohonan dalam bentuk dispensasi kawin 

bersifat voluntair dengan produk hukumnya berupa penetapan. 

Selama memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin hakim 

harus mempertimbangkan perkara tersebut dengan baik dan tepat 

baik dari aspek keadilan, kemaslahatan dan aspek kemanfaatan 

untuk masa depan anak.24  

b. Dasar Hukum Dispensasi Kawin 

Perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk membentuk 

sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa pernyataan ini terdapat 

                                                           
22 „Https://Kbbi.Web.Id/Dispensasi‟, n.d., diakses pukul 22:59 tanggal 3 Februari 2023 
23 Achmad Cholil, Perlindungan Hak-Hak Anak Di Peradilan Agama, 9th ed. (Jakarta: 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2016), h. 38 
24 Imam Syafi and Freede Intang Chaosa, „Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim 

(Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)‟ 01 (2020): h. 15 
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pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.25 

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri 

harus memiliki kematangan baik jiwa dan juga raganya untuk bisa 

melaksanakan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan dari 

pernikahan. 

Adapun dasar hukum dari dispensasi kawin ialah: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan 

hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 

(enam belas) tahun. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam 

ayat 2 (dua) dijelaskan bahwa “Dalam hal penyimpangan 

terhadap ayat (1) pasal ini dapat mengajukan dispensasi kepada 

Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 

orang tua pihak pria maupun laki-laki. 

Dalam Pasal ini mengandung prinsip-prinsip yang 

menjamin cita-cita dari perkawinan, yaitu asas sukarela, 

partisipasi keluarga, kedewasaan dan kematangan fisik dan 

mental calon pasangan suami istri di mana kematangan fisik 

dan mental ini merupakan hal yang menjadi pondasi utama 

untuk melaksanakan pernikahan dan membina rumah tangga. 

Penetapan batasan minimal usia perkawinan mengandung arti 

                                                           
25 „Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974‟, Pasal 1 ayat 1 
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bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan oleh calon pengantin 

laki-laki dan perempuan yang benar-benar sudah matang baik 

jiwa maupun raganya. 

2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Pada Pasal 7 ayat 1 diubah menjadi “Perkawinan hanya 

diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 

(sembilan belas) tahun”. 

Adapun pertimbangan dalam Undang-Undang ini 

diantaranya adalah negara menjamin hak warga negara 

Indonesia untuk dapat membentuk keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang statusnya sah, menjamin 

hak keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 

sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 15 ayat 1 (satu) 

dijelaskan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah 

tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon 

mempelai yang telah mencapai usia yang sudah ditetapkan 

pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 

yang sudah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019. 



 

26 

 

c. Dispensasi Kawin Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pada tahun 2019 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang perkawinan mengalami perubahan yaitu pasal 7 ayat 1 

(satu) yang pada awalnya menyatakan bahwa batas minimal umur 

bagi wanita dan pria untuk melangsungkan perkawinan yaitu untuk 

pria harus berusia minimal 19 tahun dan untuk wanita berusia 16 

tahun kemudian setelah adanya perubahan menjadikan batas 

minimal usia tersebut menjadi setara yaitu antara laki-laki dan 

perempuan sama 19 tahun. Perubahan ini mengakomodir Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas permohonan 

judicial review terhadap Pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak 

konstitusional dan diskriminatif.  

Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang- 

Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- 

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan 

pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan UU 

Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di 

bawah umur.  

Beberapa aspek perubahan Undang-Undang Pernikahan 

tersebut dikarenakan Mahkamah Konstitusi menyangka kalau 

Indonesia sudah terletak pada fase darurat perkawinan anak. 
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Informasi riset UNICEF tahun 2016 melaporkan kalau Indonesia 

menempati peringkat ke-7 dari Negeri di dunia yang mempunyai 

tingkatan pernikahan dini paling tinggi serta peringkat ke-2 se- 

ASEAN sehabis Kamboja. Realitas ini pasti saja sangat 

mengkhawatirkan generasi muda paling utama untuk berkembang 

mereka dan melenyapkan hak- hak bahwa yang sepatutnya mereka 

peroleh semacam hak pembelajaran, hak kesehatan, hak sipil, hak 

terbebas dari diskriminasi serta kekerasan dan hak- hak yang lain.26  

Negara wajib menjamin upaya proteksi anak dari praktek 

pernikahan di dasar usia. Sementara itu secara Ius Constitutum, 

sesungguhnya pemerintah lewat UU Proteksi Anak sudah 

mengendalikan kalau tiap orang tua bertanggung jawab serta 

berkewajiban dalam penangkalan terbentuknya pernikahan pada 

umur kanak-kanak. Apalagi syarat batasan umur pernikahan 16 

tahun terkategori umur anak-anak bila dilihat dari syarat UU 

Proteksi Anak yang melaporkan kalau jenis anak selaku sesorang 

yang belum menggapai usia 18 tahun berdasarkan UU Sistem 

Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 2 yaitu Umur yang masih 

tergolong Anak-anak adalah 12 sampai 18 Tahun.  

Tetapi prakteknya, lembaga pernikahan malah terkesan 

membuka kesempatan legalisasi terhadap terbentuknya pernikahan 

ini dengan terdapatnya Pasal 7 Undang-Undang Pernikahan yang 

                                                           
26 Levana Safira, „Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan 

Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan‟, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 

Fakultas Hukum Unpad 4, no. 2 (2021): h. 212., https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521 
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kesimpulannya memantik sebagian korban pernikahan dini buat 

mengajukan uji modul terhadap Pasal tersebut kepada MK serta 

lahirlah perbaikan terhadap Undang-Undang Pernikahan tersebut. 

d. Tujuan Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang 

Dispensasi kawin merupakan upaya bagi mereka yang 

hendak menikah namun belum mencapai batas usia perkawinan 

yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, diberikannya izin 

berupa dispensai kawin agar pasangan yang ingin menikah namun 

belum mencukupi umur dapat melaksanakan perkawinan agar 

menjadi sah baik secara agama dan secara negara. 

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2019 

terdapat tujuan dari pedoman mengadili permohonan dispensai 

kawin yaitu: 

1) Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2; 

2) Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak 

anak; 

3) Meningkatkan tanggung Jawab orang tua dalam rangka 

pencegahan perkawinan anak; 

4) Mengidentifikasikan ada atau tidaknya paksaan yang melatar 

belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan 
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5) Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan 

Dispensasi Kawin.
27

 

e. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah  

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 

tentang Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin dijelaskan bahwa prosedur 

pengajuan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama 

sebagai berikut:28 

Persyaratan Administrasi terdapat pada Pasal 5 ayat 1 dan 2. 

Pasal (1) syarat administrasi dalam pengajuan permohonan 

dispensasi kawin adalah: 

a. Surat permohonan; 

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali; 

c. Fotokopi Kartu Keluarga; 

d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak 

dan/atau akta kelahiran anak; 

e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak 

dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan 

f. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir dan/atau Surat Keterangan 

Masih Sekolah dari sekolah Anak.  

(2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai 

dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan 

dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status 

pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali.  

Perihal Pengajuan Permohonan perkara terdapat pasal 6, 

Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. 

Pasal 6 

(1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin 

adalah orang tua. 

(2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi 

kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu 

                                                           
27 „Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin‟, n.d., h. 6 
28 „Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin‟ 
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orang tua yang memilki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan 

putusan pengadilan. 

(3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak 

diketahui keberadaanya permohonan dispensasi kawin diajukan 

oleh salah satu orang tua. 

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut 

kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan 

dispensasi kawin diajukan oleh wali anak. 

(5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa 

berdasarkan surat kuasa dari orangtua/wali sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 7  

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang 

tua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan sesuai dengan 

agama anak. 

Pasal 8  

Dalam hal calon suami dan istri berusia dibawah batas usia 

perkawinan, permohonan dispensasi kawin masing-masing calon 

suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai 

dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri. 

Pasal 9 

1) Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan 

yang berwenang. 

2) Panitera melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan 

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, 

Pasal 7 dan Pasal 8. 

3) Dalam hal permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka panitera 

mengembalikan permohonan dispensasi kawin kepada 

pemohon untuk dilengkapi.  

4) Dalam hal permohonan dispensasi kawin telah memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan 

dispensasi kawin didaftar dalam register, setelah membayar 

panjar biaya perkara. 

5) Pemohon yang tidak mampu mengajukan permohonan 

dispensasi kawin secara Cuma-Cuma (prodeo).  

 

B. Penelitian Yang relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan atau kajian pustaka merupakan 

uraian sistematis mengenai hasil-hasil yang dilakukan sebelumnya oleh 

peneliti terdahulu dan memilki keterkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti selanjutnya. Berikut adalah karya-karya ilmiah yang 
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berkaitan dengan penelitian penulis. Di dalam penelitian yang relevan atau 

kajian pustaka ini banyak sekali karya ilmiah seperti buku-buku, 

penelitian-penelitian ataupun tesis yang mengangkat topik tentang 

Dispensasi Kawin namun fokusnya berbeda-beda, sebagai berikut: 

1. Tesis yang ditulis oleh Akhmad Mujiyono (IAIN Palangka raya) 

Tahun 2021 yang berjudul “Keberlakukan Hukum Dispensasi Nikah 

Pada Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan”. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan metode 

pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini ialah tidak ada 

pemberlakuan dispensasi nikah di Kecamatan Seruyan Tengah 

Kabupaten Seuyan karena masyarakat di sana mengutamakan fiqih 

klasik, tidak ada sosialisasi terkait dispensasi nikah karena masyarakat 

tidak mengetahui tentang dispensasi nikah sehingga tidak berlaku 

secara efektif.  

Sarana prasarana yang juga tidak memadai serta tidak adanya 

sanksi hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan yang mengakibatkan hukum sulit ditegakan. Pandangan 

hukum Islam terhadap Masyarakat Kecamatan Seruyan Tengah 

Kabupaten Seruyan yang tidak memberlakukan hukum dispensasi 

nikah karena tidak mengetahui hukum, baik dari segi manfaat dan 

mudarat, maka perbuatan mereka di kategorikan uzur bil jahli, yang 
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dapat menggugurkan kewajiban untuk mengikuti Undang-Undang 

Perkawinan Pasal 7 ayat (2).29 

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Mujiyono di atas 

memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan 

yaitu sama-sama membahas terkait dispensasi nikah dan perbedaannya 

terletak pada objek penelitian yaitu penelitian Akhmad Mujiyono 

menjadikan sumber data penelitiannya pada masyarakat sedangkan 

penelitian yang akan penulis lakukan akan dilaksanakan di Pengadilan 

Agama Lebong dengan sumber data utama wawancara kepada Majelis 

Hakim yang menetapkan perkara dispensasi nikah di Pengadilan 

Agama tersebut. 

2. Jurnal yang ditulis oleh Aimas Soleha Rohilati (UIN Raden Intan 

Lampung) tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/PDT.P/2018/Tgm 

dan 0012/PDT.P/2019/Tgm).” Penelitian ini mendeksripsikan serta 

mengkaji dan menjawab apa dasar hakim dalam menetapkan 

dispensasi nikah, faktor dan eksistensi pernikahan yang dilakukan 

anak-anak dibawah umur. Adapun hasil penelitian yang diperoleh ialah 

diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara 

dispensasi kawin nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 

0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm menggunakan pertimbangan kemaslahatan 

calon suami istri agar tidak jatuh pada perbuatan yang dilarang agama.  

                                                           
29 Akhmad Mujiyono, „Keberlakuan Hukum Dispensasi Nikah pada Masyarakat 

Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan‟, Jurnal Sosial Teknologi 1, no. 11 (15 November 

2021): 1418–36, https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i11.238 



 

33 

 

Kemudian, tinjauan maslahah terhadap pertimbangan hakim 

pada penetapan dispensasi nikah nomor 008/Pdt.P/2018/PA.Tgm dan 

0012/pdt.P/2019/PA.Tgm ternyata tidak membawa kebaikan dan 

kemaslahatan dalam rumah tangga mereka. Kurangnya pengetahuan, 

pengalaman, dan kemampuan finansial menjadi penyebab utama 

timbulnya permasalahan rumah tangga.30 

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang dispensasi 

kawin, namun tentu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan yaitu terletak pada fokus permasalahannya peneliti di 

atas mencoba mengkaji mengenai dispensasi kawin ditinjau dari 

Hukum Islam sedangkan penulis akan meneliti secara umum mengenai 

pertimbangan hakim dalam penetapan putusan dispensasi kawin.  

3. Jurnal yang ditulis oleh Leza Melta Rany dan Liya Sukma Muliya 

(Universitas Islam Bandung) tahun 2020 yang berjudul “Implementasi 

Dispensasi Nikah Terhadap Anak di bawah umur di kota Baturaja 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan 

Anak (Putusan Pengadilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Bta). Penelitian 

ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan jenis penelitian 

deksriptif-analisis. Hasil dari penelitian ini adalah adapun faktor yang 

melatarbelakangi diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

                                                           
30 Aimas Soleha Rohilati and UIN Raden Intan Lampung, „Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm‟ 

3, no. 1 (2020) 
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Baturaja dalam kasus nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Bta adalah pernikahan 

tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak yang 

mengajukan dispensasi tersebut sudah mengandung atau hamil.  

Selain karena faktor hamil, ada beberapa faktor mengapa 

diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Baturaja seperti: 

faktor ekonomi, faktor kekhawatiran orang tua, faktor rendahnya 

kesadaran pentingnya pendidikan, faktor lingkungan tempat tinggal. 

Kemudian, implementasi dispensasi kawin dalam tinjauan UU 

perlindungan anak di Pengadilan Agama Baturaja kurang efektif 

karena masih ada pengajuan permohonan dispensasi kawin.31 

Penelitian di atas membahas mengenai implementasi dispensasi 

kawin terhadap anak di bawah umur ditinjau dari UU Perlindungan 

anak sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah memfokuskan 

kajian pada faktor pengajuan dispensasi kawin dan pertimbangan 

hakim dalam menetapkan putusan dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama Lebong. 

4. Tesis yang ditulis oleh Alfi Shahrina (Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Sumatera Utara) Tahun 2018 yang berjudul “Dispensasi 

Perkawinan Di bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syar‟iyah 

Aceh Tengah Tahun 2011)”. Jenis penelitian yang digunakan empiris 

dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian ini ialah 

                                                           
31 Leza Melta Rany and Liya Sukma Muliya, „Implementasi Dispensasi Nikah terhadap 

Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera 

Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak 

(Putusan Pengandilan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA Bta)‟, Jurnal Riset Ilmu Hukum 1, no. 2 (31 

December 2021): 74–79, https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.444 
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konsep batasan usia perkawinan menurut fiqh adalah dalam hukum 

Islam tidak disebutkan secara pasti berapa batasan usia pernikahan, 

hanya disebutkan baik pria dan wanita agar sah perkawinannya harus 

sudah aqil baligh serta memiliki kecakapan yang sempurna. Sedangkan 

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 batas usia perkawinan yaitu 

19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.32  

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan yaitu terdapat pada undang-undang yang digunakan peneliti 

tersebut, Undang-Undangnya masih menggunakan UU Nomor 1 

Tahun 1974 di mana batas usia perkawinan yaitu laki-laki 19 tahun 

dan wanita 16 tahun sedangkan Undang-Undang yang akan penulis 

lakukan menggunakan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019.   

5. Jurnal yang ditulis oleh Imam Syafi‟I dan Freede Intang Chaosa 

(Universitas Islam Zainul Hasan (UNZAH)) yang berjudul 

“Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum 

Islam dan Hukum Positif)”.  Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan 

dispensasi kawin sebagai bentuk bantuan keringanan bagi calon 

mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dari Pengadilan Agama 

apabila mereka yang ingin menikah namun belum mencapai usia batas 

perkawinan. Dalam penetapannya, seorang hakim berpedoman pada 

Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan 

                                                           
32 Alfi Shahrina, „Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah 

Syari‟ah Aceh Tengah Tahun 2011)‟ (Thesis, Meda, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatra 

Utara, 2013) 
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Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 dan peraturan Menteri Agama 

No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah.  

Hakim dalam mempertimbangkan dari segala aspek kehidupan 

sebelum memberikan putusan mengabulkan atau menolak perkara 

dispensasi antara lain adalah faktor tingkat kematangan umur dan 

kedewasaan diri, faktor kesehatan, faktor ekonomi dan ada atau tidak 

suatu unsur keterpaksaan untuk melaksanakan pernikahan dan juga 

faktor-faktor lain yang dianggap penting untuk dipertimbangkan 

sebelum melaksanakan pernikahan.33 

Penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan yaitu perbedaaan tersebut terletak pada 

kajiannya, penelitian tersebut mengkaji dispensasi nikah dengan 

melihatnya dari segi hukum positif dan hukum Islam sedangkan 

penelitian yang akan penulis lakukan memfokuskan kepada apa faktor 

meningkatnya pengajuan dispensasi nikah dan apa pertimbangan 

hakim dalam menetapkan putusan perkara dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Lebong.  

6. Jurnal yang ditulis oleh Kurnia Khairunnisa, Suprihatin (Universitas 

Islam Bekasi) tahun 2022 yang berjudul “Implikasi Batas Usia Nikah 

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah di 

Pengadilan Agama Bekasi.” Penelitian ini merupakan penelitian 

                                                           
33 Syafi and Chaosa, „Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum 

Islam Dan Hukum Positif). 
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hukum dengan jenis penelitian lapangan (sosio legal research). Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa jumlah permohonan dispensasi pasca 

terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1874 jelas naik bila dibandingkan dengan sebelum 

diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.  

Kenaikannya mencapai 39% di tahun 2020 dan 24% di tahun 2021. 

Dalam perspektif hukum Islam implikasi tingginya permohonan 

dispensasi akibat adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tidak 

terdapat masalah. Keadaan tersebut dapat dikaji melalui pendekatan 

ushul fikih pada konsep sadd addzari‟ah.34 

Penelitian di atas  memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

akan penulis lakukan yaitu membahas mengenai dispensasi kawin 

namun memiliki perbedaaan terhadap kajiannya yaitu fokus kajian 

penulis yang terdahulu terletak pada bagaimana implikasi UU No. 16 

Tahun 2019 terhadap jumlah permohonan dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Bekasi sedangkan pada penelitian yang akan 

penulis lakukan kajiannya terletak pada faktor kenaikan permohonan 

dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Lebong.  

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang penulis uraikan di atas 

ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang 

                                                           
34 Kurnia Khairunnisa and Suprihatin, „Implikasi Batas Usia Nikah Dalam Undang-

Undang No. 16 Tahun 2016 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Jumlah Permohonan 

Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bekasi‟, Jurnal Hukum Sasana 8, no. 2 (30 November 

2022): 426–37, https://doi.org/10.31599/sasana.v8i2.1676 
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akan diteliti oleh penulis. Dari segi persamaannya penelitian yang telah 

disebutkan di atas sama-sama membahas tentang dispensasi kawin. 

Sedangkan, dari segi perbedaannya dapat dilihat dari fokus penelitian yang 

akan penulis lakukan ini ialah Analisis Fenomena Dispensasi Kawin 

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong) dengan memfokuskan 

penelitian pada faktor penyebab tingginya tingkat pengajuan permohonan 

dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara di 

Pengadilan Agama Lebong.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala-gejala dengan cara menganalisis 

dan melakukan pemeriksaan secara mendalam berdasarkan fakta dan 

mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan 

oleh fakta tersebut.
1
 Untuk memperoleh keefektifan langkah serta 

memaksimalkan hasil dari penelitian, maka penelitian ini menggunakan 

metode sebagai berikut: 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun 

penelitian kualitatif ialah penelitian yang dilaksanakan dengan tujuan 

untuk memberikan gambaran yang jelas dan nyata baik secara lisan 

maupun secara tertulis tentang suatu gejala dari kejadian-kejadian yang 

nyata dalam sosial kemasyarakatan dengan metode pengumpulan data 

yang bersumber dari field research atau penelitian lapangan dengan 

bentuk analisis penelitian deduktif dan induktif.
2
  

Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan atau (Field 

Research) adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau 

                                                           
1 Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M., Metode Penelitian, Cetakan ke-7 (Jakarta: PT. Fajar 

Interpratama Mandiri, 2017), h. 26 
2 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Ketiga (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015) 
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peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.
3
 Jenis 

pendekatan dalam  penelitian ini penulis menggunkan pendekatan Studi 

Kasus (case study), yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk 

menganalisa suatu kejadian-kejadian atau perilaku yang terdapat 

dimasyarakat dengan cara pengumpulan data dengan menggali informasi  

yang jelas dan mendalam dengan melakukan penelitian langsung seperti 

wawancara dan observasi maupun dokumentasi untuk akhirnya nanti akan 

dianalisis. 
4
  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Lebong yang 

terletak di Jalan Raya Lebong - Argamakmur Kel. Tanjung Agung, Kec. 

Pelabai, Kabupaten Lebong, Bengkulu 39264.  

2. Waktu Penelittian 

Penelitian ini dilakukan dalam waktu lebih kurang 3 bulan. Di 

mana di bulan pertama penulis melakukan pengamatan dan wawancara 

untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara jelas. 

Kemudian di bulan berikutnya akan penulis gunakan untuk menyusun 

hasil temuan yang penulis dapatkan dengan melakukan bimbingan kepada 

dosen penguji.  

 

                                                           
3 Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Revisi, 

Cetakan ke 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 121 
4 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, h.135 
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C. Sumber Data 

Adapun sumber data yang diambil atau digunakan dalam penelitian 

ini ialah berasal dari 2 (dua) sumber yaitu sumber data primer dan 

sekunder: 

a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini data hasil 

wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Lebong  khususnya 

hakim yang menangani kasus dispensasi kawin mengenai tentang 

analisis fenomena dispensasi kawin (Studi Kasus di Pengadilan 

Agama Lebong).  

b. Sumber data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan 

sebagainya. Adapun sumber data yang sekunder dalam penulisan ini 

ada pada perkara dikabulkan permohonan dispensasi nikah sebanyak 5 

nomor perkara yang ada sejak tahun 2019-2021 dengan 4 kategori 

yaitu perkara yang ditolak, perkara yang dikabulkan, perkara yang 

dicabut, dan perkara yang dicoret dari daftar register. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan untuk 

penelitian, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:
5 
 

1. Observasi yaitu merupakan salah satu alat yang digunakan dalam 

pengumpulan data dengan memperhatikan dan mengamati kasus-kasus 

                                                           
5 Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, h. 135 
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Menyimpan data 

Menganalisa data 

Merekam informasi 

Pengumpulan Data 

Menentukan tempat 

yang ada dilapangan yang berhubungan dengan fokus penelitian yang akan 

dilakukan dan mencatat atau merekamnya dalam hal ini peneliti mencoba 

mengamati fenomena yang ada pada pengadilan Agama terkait penetapan-

penetapan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong agar 

data tersebut dapat disajikan didalam hasil penelitian sebagai sumber data. 

Dalam pelaksanaan observasi diperlukan langkah-langkah sebagai alur 

yang harus dipedomani agar pelaksanaan observasi tersebut dapat berjalan 

efektif dan efisien serta menghasilkan apa yang diharapkan.  

Berikut penulis sajikan alur observasi dalam penelitian ini: 

Gambar 3. 1 Alur Observasi Penelitian
6
 

Dapat dilihat berdasarkan gambar di atas alur atau tahapan 

observasi penelitian ini diawali dengan (1) menentukan tempat penelitian 

yaitu peneliti menentukan tempat untuk dilaksanakan observasi; (2) 

pengumpulan data di mana peneliti mengumpulkan data berbentuk 

informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian; (3) merekam 

informasi yaitu peneliti harus menyimpan informasi yang telah ia dapatkan 

agar nantinya informasi itu digunakan selama penelitian; (4) menganalisa 

                                                           
6 John W. Cresswell, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, cetakan 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2015), h. 227 
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data pada tahap ini peneliti diharuskan untuk menganalisa data agar data 

yang didapatkan dapat teridentifikasikan secara tepat sehingga dapat 

menjawab permasalahan yang ada; (5) menyimpan data yaitu menuangkan 

hasil analisa peneliti ke dalam bentuk tulisan agar dapat tersusun secara 

sistematis dan mudah untuk dipahami.
7
    

Merujuk pada alur observasi yang sudah penulis sajikan di atas 

maka peneliti menyusun pedoman observasi berdasarkan aspek penelitian. 

Secara detail pedoman observasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3. 2 

Kisi-kisi Pedoman Observasi 

No Aspek Indikator Sub 

Indikato

r 

ada tid

ak 

Keteranga

n 

1 Apa faktor 

penyebab 

terjadinya 

peningkata

n 

permohon

an 

dispensasi 

kawin di 

Pengadila

n Agama 

Lebong 

1. Data 

permohon

an 

pengajuan 

dispensasi 

kawin dari 

tahun 

2019-

2021 

 

1. 

Kehamil

an di luar 

nikah 

 

  Wawancara/

Observasi 

langsung 

2. Perkara 

yang 

diterima 

 

2. 

Keingina

n Anak 

Untuk 

menikah 

secara 

dini 

 

                                                           
7 John W. Cresswell, h. 227 
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3. Perkara 

yang 

ditolak 

 

3. Faktor 

Pendidik

an 

 

4. Perkara 

yang 

dicabut 

 

4. Faktor 

Ekonomi 

5. Perkara 

yang 

dicoret 

dari 

register 

5. Faktor 

budaya 

 

2 Pertimban

gan 

hukum 

hakim 

dalam 

mengabul

kan 

permohon

an 

Dispensasi 

Kawin di 

Pengadila

n Agama 

Lebong 

1. Pertimban

gan apa 

yang 

dijadikan 

hakim 

sebagai 

landasan 

dalam 

menetapk

an perkara 

permohon

an 

dispensasi 

kawin 

 

1. Alasan 

yang 

bersifat 

mendesa

k dari 

pemohon 

 

  Wawancara/

Observasi 

langsung 

2. Niat 

dari 

Pemohon 

untuk 

meminta 

dispensa

si kawin 

 

3. 

Kelengk

apan 

syarat-

syarat 

administr

asi 

 

4. 

Keterang

an para 

pihak 

dan saksi 

 

5. 

Kematan

gan fisik 

dan 
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mental 

anak 

 

6. Tidak 

adanya 

halangan 

untuk 

menikah. 

 

2. Wawancara, yakni merupakan sebuah proses pengumpulan data dengan 

melakukan pengembangan alur yang telah ditentukan untuk menggali 

informasi secara langsung kepada sumber data. Langkah-langkah yang 

diperlukan dalam wawancara diantaranya:1) Menentukan pertanyaan 

penelitian, 2) Mencatat  orang-orang yang akan diwawancara 3) 

Menentukan jenis wawancara yang akan digunakan 4) Membuat panduan 

wawancara 5) Memilih tempat wawancara. Wawancara dilakukan oleh 

peneliti kepada hakim di Pengadilan Agama Lebong khusus yang 

menangani perkara permohonan dispensasi kawin.  

Terdapat 2 jenis wawancara menurut Prof. Dr. Sugiyono dalam 

bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed-

Methods) yaitu wawancara terstruktur dan wawancara yang tidak 

terstruktur. Di mana wawancara terstruktur merupakan wawancara yang 

pedoman wawancara atau daftar pertanyaan sudah dirancang dan 

dipersiapkan secara matang sebelum proses wawancara dilaksanakan 

sebaliknya, wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang 

dilakukan di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara atau 

daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya melainkan wawancara 
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dilaksanakan di mana peneliti hanya menanyakan garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.
8
 

Metode wawancara yang penulis gunakan berjenis wawancara yag 

terstruktur karena pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang 

digunakan penulis sudah tersusun secara sistematis sebelum wawancara 

dilaksanakan.  

Adapun alur wawancara penelitian dalam penelitian ini dapat 

terlihat pada bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 Alur Wawancara penelitian 

Gambar di atas menjelaskan tahapan-tahapan wawancara dalam 

penelitian ini. Adapun tahapan-tahapan wawancara dalam penelitian ini 

ialah: (1) Menentukan pertanyaan yang akan diajukan kepada informan 

atau narasumber penelitian; (2) Menentukan informan atau narausumber 

penelitian yang akan diwawancara; (3) menentukan jenis dan instrumen 

wawancara yang akan peneliti gunakan; (4) menentukan tempat atau 

lokasi wawancara; (5) Melaksanakan wawancara. 

                                                           
8 Prof. Dr. Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: 

ALFABETA, n.d.), h. 191. 
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Untuk melangsungkan tahapan wawancara penelitian ini maka 

peneliti menyusun instrumen wawancara atau pedoman wawancara yang 

dapat dilihat pada tabel yang peneliti sajikan di bawah ini: 

Tabel 3. 4 

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Penelitian 

No Aspek Indikator Informan Metode 

1 Apa faktor 

penyebab 

terjadinya 

peningkatan 

permohonan 

dispensasi 

kawin di 

Pengadilan 

Agama Lebong 

1. Faktor pendidikan 

 

Hakim 

Pengadilan 

Agama 

Lebong 

Wawancara 

Langsung 

2. Faktor sosial 

 

3. Faktor budaya 

 

4. Faktor ekonomi 

5. Peran lingkungan 

2 Bagaimana 

pertimbangan 

hukum hakim 

dalam 

mengabulkan 

permohonan 

dispensasi 

kawin di 

Pengadilan 

Agama Lebong 

1. Dasar 

pertimbangan 

hakim 

 

Hakim 

Pengadilan 

Agama 

Lebong 

Wawancara 

langsung 

2. Pertimbangan 

hukum  

 

3. Pertimbangan 

fakta persidangan 

 

4. Bukti yang 

dihadirkan 

dipersidangan 

 

 

3. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber 

data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. 

Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, 

majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.  
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Lexy mengungkapkan bahwa dokumentasi merupakan sebuah alat 

pengumpulan data melalui alat tertulis, film, foto ataupun rekaman yang 

dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang berkaitan dengan hal 

yang diteliti.
9
  

Berikut pedoman dokumentasi yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini: 

Tabel 3. 5 

Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi 

No Aspek Indikator Sub 

Indikator 

Keterangan 

Ada Tidak 

1 Mengapa terjadi 

peningkatan 

permohonan 

dispensasi 

kawin di 

Pengadilan 

Agama Lebong 

1. Jumlah pengajuan 

permohonan 

perkara dispensasi 

kawin tahun 

2019-2021 

2. Alasan diajukan 

pengajuan 

permohonan 

dispensasi kawin 

Foto  

2 Bagaimana 

pertimbangan 

hukum hakim 

dalam 

mengabulkan 

permohonan 

dispensasi 

kawin di 

Pengadilan 

Agama Lebong 

1. Dokumen/salinan 

perkara 

Dokumen  

                                                           
9 Lexy J. Meleong, Metologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), h. 

216 
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E. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang 

dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui 

keabsahan data dengan cara triangulasi data, triangulasi data yaitu sebagai 

pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya: 

dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi.
10

  

Moelong berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap sebuah data. 

Peneliti hanya menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang 

disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti melakukan 

pengecekan data, dari sumber data ke sumber data yang lain, informan 

satu ke informan lain, kemudian yang terakhir pengecekan dari peneliti.
11

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa 

kajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan data yang dibantu dengan 

teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.  

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis di mana data tersebut diperoleh melalui hasil dari observasi 

                                                           
10 Prof. Dr.Lexy J Moleong, M. A, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pt. REMAJA 

ROSDAKARYA, 2018), h. 324 
11 Prof. Dr.Lexy J Moleong, M. A, h. 330 
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(pengamatan), catatan lapangan. Proses ini dilakukan dengan cara 

mengorganisasikan data atau menyusun data ke dalam beberapa kategori, 

menguraikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola lalu memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

Adapun dalam penelitian ini metode analisis datanya menggunakan 

deskriptif analisis dengan cara setelah mendapatkan data yang cukup 

kemudian dilanjutkan proses analisis data, dimulai dengan menelaah data 

yang ada dari berbagai sumber yang jumlahnya banyak. Data-data tersebut 

kemudian dirangkum lalu kemudian dipilih hal-hal yang menjadi pokok 

difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah 

yang akan diteliti, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas 

tentang pengamatan peneliti untuk memperoleh gambaran analisis 

fenomena dispensasi kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lebong).  

Berikut rincian teknik analisa data dalam penelitian ini: 

1. Menciptakan dan mengorganisasikan file untuk data yaitu 

mengorganisasikan tentang permasalahan yang akan diteliti atau 

memahami secara mendalam tentang hal yang akan diteliti, sehingga 

mudah untuk menyiapkan pertanyaan yang akan diberikan dan akan  

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 
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2. Membaca seluruh Teks. Membuat catatan pinggir, membentuk kode 

awal yaitu membaca atau memeriksa secara keseluruhan hasil dari 

observasi, wawancara maupun dokumentasi, kemudian memberikan 

catatan pinggir di setiap hasil data yang didapat untuk menemukan ide-

ide besar dan mengkategorikan sebagai data awal. 

3. Mendeskripsikan kasus dan konteknya, yaitu memberikan gambaran 

yang jelas tentang objek penelitian agar data yang dihasilkan tepat dan 

sesuai dengan apa yang diharapkan. 

4. Mengklasifikasikan data dengan menggunakan agregasi kategorikal 

untuk membentuk tema dan pola dengan cara mengumpulkan hal-hal 

yang berkaitan dengan data tersebut sehingga tidak salah dalam 

memberi makna yang relevan. 

5. Penafsiran data dengan menggunakan penafsiran  langsung dengan 

cara mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan melakukan  

teknik pengumpulan data yang telah ditentukan seperti, observasi, 

wawancara, maupun dokumentasi.  

6. Menganalisis data hasil penelitian berdasarkan penafsiran, 

pengelompokan  data yang telah dikumpulkan untuk dituangkan dalam 

sebuat tulisan, lalu kemudian memberikan kesimpulan terhadap hasil 

dari penelitian tersebut.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Faktor penyebab terjadinya peningkatan permohonan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Lebong. 

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan Undang-

Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan Pasal 7 ayat (1) 

menyebutkan bahwa:
1
 

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah 

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. 

2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan yang dimaksud 

pada ayat satu (1), orang tua pihak pria dan/ orang tua pihak wanita 

dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan disertai alasan 

yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang 

cukup. 

3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon yaitu 

mempelai laki-laki dan mempelai wanita yang akan melaksanakan 

perkawinan. 

4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang 

tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan 

ayat (4) kemudian berlaku juga pada ayat (2) dengan tidak 

mengurangi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 

(6). 

Merujuk pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang perkawinan yang telah disebutkan di atas menunjukkan 

bahwa dalam hal pelaksanaan perkawinan terdapat ketentuan bahwa calon 

                                                           
1 Pemerintah Pusat, ‘Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, Oktober 2019. 
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mempelai pria dan calon mempelai wanita harus berusia minimal 19 

tahun. Namun kenyataan di Lapangan masih banyak terdapat perkawinan 

yang di bawah umur atau pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten 

Lebong khususnya.  

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan solusi yang 

terdapat pada pasal 7 ayat (2) yaitu apabila terjadi penyimpangan terhadap 

ketentuan pada Pasal 1 maka orang tua dari pihak pria dan/ orang tua dari 

pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan 

setempat. Pengadilan Agama Lebong merupakan salah satu Pengadilan 

yang mengalami peningkatan permohonan pengajuan dispensai kawin 

setelah lahirnya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Berdasarkan 

laporan data permohonan dispensasi kawin sejak tahun 2019-2021 

menunjukkan persentase yang semakin meningkat.  

Pada tahun 2019 permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh 

masyarakat Kabupaten Lebong sebanyak 14 perkara,
2
 disusul dengan 

meningkatnya permohonan dispensasi kawin di tahun 2020 yang diajukan 

yaitu sebanyak 53 perkara mencapai 2 kali lipat dari jumlah permohonan 

dispensasi kawin yang diajukan tahun sebelumnya.
3
 Kemudian  pada tahun 

2021 kembali mengalami pelonjakkan yang cukup signifikan data 

                                                           
2 Pengadilan Agama Lebong, ‘Laporan Data Perkara Dispensasi Kawin’ (Pengadilan 

Agama Lebong, 2019). 
3 Pengadilan Agama Lebong, ‘Laporan Data Perkara Dispensasi Kawin’ (Pengadilan 

Agama Lebong, 2020). 
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menunjukkan bahwa sebanyak 76 perkara yang masuk ke Pengadilan 

Agama Lebong.
4
 

Melihat peningkatan angka permohonan dispensasi kawin yang 

diajukan pada Pengadilan Agama Lebong, pihak Pengadilan Agama 

Lebong mengkonfirmasi bahwa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi 

peningkatan permohonan dispensasi kawin tersebut seperti: Faktor 

perubahan Undang-Undang, Faktor Hamil Di luar Nikah, dan Faktor 

Ekonomi serta faktor memang keinginan anak untuk menikah. Dalam hal 

ini untuk mengetahui lebih lanjut maka penulis melakukan wawancara 

secara mendalam mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi 

peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong.  

Penulis berkesempatan mewawancarai 2 orang hakim khusus 

menangani perkara dispensasi kawin yang sudah ditentukan oleh Ketua 

Hakim di Pengadilan Agama Lebong. Adapun narasumber atau informan 

dalam wawancara ini terdapat 2 orang hakim di mana hakim pertama 

bernama M. Yanis Saputra, S.H.I beliau menjabat sebagai Hakim Pratama 

Muda dengan pangkat Penata Muda Tingkat 1 (III/b) di Pengadilan Agama 

Lebong kemudian narasumber atau informan ke dua bernama Agus 

Alamsyah, S. H. beliau menjabat sebagai Hakim Pratama Muda juga di 

Pengadilan Agama Lebong dengan Pangkat/Golongan Ruang yaitu Penata 

Muda/(III/a). 

                                                           
4 Pengadilan Agama Lebong, ‘Laporan Data Perkara Dispensasi Kawin’ (Pengadilan 

Agama Lebong, 2021). 
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Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan dispensasi kawin 

di Pengadilan Agama lebong untuk itu kepada narasumber pertama dan 

narasumber ke dua penulis memberikan pertanyaan sebagai berikut: 

bagaimana kondisi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Lebong apakah mengalami peningkatan setelah lahirnya perubahan 

Undang-undang mengenai batas usia perkawinan serta faktor apa saja 

yang menjadi alasan pemohon saat mengajukan permohonan dispensasi 

kawin tersebut.  

Berdasarkan pemaparan narasumber pertama yaitu bapak M. Yanis 

Saputra, S. HI beliau mengatakan: 

“Berdasarkan data yang ada, permohonan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Lebong mengalami peningkatan yang drastis 

presentasenya sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan total 

keseluruhan perkara sebanyak 141 perkara yang diajukan dengan rincian 

134 perkara dikabulkan dan 7 perkara lainnya berstatus ditolak, dicabut, 

NO karena beberapa hal seperti cacat formiil dan cacat materiil.”
5
 

 

Menurut narasumber pertama Bapak M. Yanis Saputra, S. HI, 

sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 permohonan dispensasi kawin yang 

diajukan ke Pengadilan Agama Lebong mengalami peningkatan yang 

cukup drastis yaitu sebanyak 141 perkara dengan rincian sebanyak 134 

perkara dikabulkan dan 7 lainnya berstatus ditolak, dicabut atau NO 

dengan beberapa alasan seperti cacat formiil dan cacat materiil. Ada 

beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya peningkatan pengajuan 

                                                           
5 M. Yanis Saputra, ‘Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lebong’ (Pengadilan Agama 

Lebong, 28 March 2023). 
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dispensasi kawin di Pengadilan Agama sebagaimana penjelasan bapak M. 

Yanis Saputra, S. HI saat wawancara berlangsung: 

“Pengajuan bertambah dilandasi oleh berbagai alasan seperti 

faktor keinginan para pihak atau calon mempelai laki-laki dan wanita 

untuk menikah, ada juga yang faktor orangtua, ada juga yang dilandasi 

dengan karena calon mempelai wanita dalam keadaan hamil diluar nikah 

namun kebanyakan perkara yang saya terima dilandasi dengan alasan 

bahwa kedua calon mempelai memang sudah ingin menikah meskipun 

masih di usia dini.”
6
 

 

Menurut Bapak Yanis selaku Hakim yang menangani perkara 

dispensasi kawin beliau menyampaikan bahwa peningkatan permohonan 

dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Lebong ini terjadi 

umumnya memang mereka (Calon Mempelai) memang sudah ingin 

menikah, namun terkenda oleh umur yang masih dibawah batas minimal 

dapat melangsungkan pernikahan yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun untuk calon 

penganti pria dan wanita.  

Kebanyakan usia anak yang ingin mengajukan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Lebong umunya berusia 18 tahun sehingga tidak 

memenuhi persyaratan umur yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Selain usia calon 

mempelai laki-laki dan perempuan yang masih 18 tahunan faktor minat 

menempuh pendidikan yang lebih tinggi juga kurang karena tidak ada 

support biaya dari orang tua, support moral keluarga dekat atau semangat 

                                                           
6 M. Yanis Saputra. 
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dari teman-teman sebaya mereka sehingga bagi mereka yang sudah 

berpacaran memutuskan untuk menikah. 

Selain hal-hal yang sudah disebutkan di atas narasumber pertama, 

bapak M Yanis juga menyampaikan pendapatnya terkait mengapa hal-hal 

yang menjadi faktor pengajuan dispensasi kawin ialah kurangnya mutu 

pendidikan yang ada di masyarakat tersebut, sebagaimana yang 

disampaikan oleh beliau: 

“Menurut hemat saya fenomena ini terjadi karena lingkungan 

mereka yang masih belum memadai, pendidikan yang masih kurang, biaya 

pendidikan yang juga minim dari orang tua sehingga setelah tamat 

sekolah mereka kurang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi lalu memutuskan untuk menikah”.
7
 

 

Senada dengan Bapak M. Yanis Saputra, M. HI. Narasumber 

kedua yaitu Bapak Agus Alamsyah S. H. juga menyatakan persamaan 

terhadap jawaban dari narasumber yang pertama namun ada juga beberapa 

hal penting yang juga beliau tambahkan, beliau memberikan respon 

sebagai beikut: 

“Selama saya menyelesaikan perkara dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Lebong permohonan dispensasi kawin yang diajukan 

kepada kami cukup mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 

2019 sampai dengan 2021, awalnya perkara yang masuk pada tahun 2019 

sebanyak 14 perkara yang kami terima dengan rincian sebanyak 11 

perkara yang kami terima 3 lainnya kami tolak karena ada beberapa hal 

yang tidak memenuhi persyaratan, kemudian pada tahun 2020 mengalami 

peningkatan lagi bahkan hampir 4 kali lipat dari jumlah tahun 

sebelumnya yaitu sebanyak 53 perkara yang kami terima dengan rincian 

49 perkara kami terima dan sisanya ditolak karena juga tidak memenuhi 

persyaratan yang ada. Pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan 

yang drastis kami menerima sebanyak 76 permohonan perkara yang kami 

                                                           
7 M. Yanis Saputra. 
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terima dengan rincian 74 perkara yang diterima 2 dan sisanya juga tidak 

memenuhi persyaratan sehingga kami tolak.”
8
 

  

Merujuk pada hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 

narasumber ke dua yaitu bapak Agus Alamsyah senada dengan apa yang 

telah disampaikan oleh narasumber pertama yaitu bapak M. Yanis Saputra 

namun ada beberapa hal penting juga yang ditambahkan oleh bapak Agus 

Alamsyah: 

“Untuk faktor apa saja yang yang menyebabkan peningkatan 

permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada kami umumnya ada 3 

alasan yaitu faktor perubahan ketentuan batas minimal usia kawin dalam 

Undang-Undang, faktor hamil, dan faktor keinginan anak pemohon yang 

memang sudah ingin menikah di usia yang masih dini. Dampak dari 

perubahan Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan batas minimal usia kawin 19 

tahun menyebabkan anak-anak yang selesai tamat sekolah SMA yang 

ingin menikah namun tidak memenuhi persyaratan karena  masih berusia 

18 tahun, ada juga yang faktor kehamilan di mana kondisi calon mempelai 

wanita dalam keadaan hamil maka dengan keadaan ini mereka terpaksa 

meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama
9
.  

 

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber ke dua 

yaitu Bapak Agus Alamsyah, S.H. dapat dilihat bahwa peningkatan 

permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama 

Lebong disebabkan oleh 3 faktor menurut Bapak Agus Alamsyah ada 3 

faktor yang memengaruhi peningkatan permohonan dispensasi kawin 

yaitu: (1) Faktor perubahan Undang-undang batas minimal usia 

perkawinan, (2) Faktor hamil, (3) Faktor keinginan calon mempelai untuk 

menikah, dan (4) Faktor calon mempelai wanita belum mencukupi umur 

sedangkan calon mempelai laki-laki sudah mencukup umur. Terkait 

                                                           
8 Agus Alamsyah, ‘Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lebong’ (Pengadilan Agama 

Lebong, 27 March 2023). 
9 Agus Alamsyah. 
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tingkat perbandingan antara 3 faktor di atas berikut penjelasan dari Bapak 

Agus Alamsyah: 

“Jika ingin melihat perbandingannya dapat saya katakan 

perbandingan antara memang ingin menikah dan kondisi hamil itu berada 

di 3:1 3 untuk yang benar-benar ingin menikah namun belum mencapai 

usia 18 tahun 1 untuk yang ingin menikah dalam kondisi sudah hamil 

karena pergaulan, kurangnya pengawasan ada juga faktor karena calon 

mempelai wanita belum mencukupi umur namun calon mempelai laki-laki 

sudah mencukupi umur, maka umumnya merka akan mengajukan 

dispensasi kawin kepada kami pengadilan”
10

 

 

Berdasarkan pada penjelasan narasumber di atas dapat terlihat 

bahwa perbandingan faktor di atas adalah 3:1 dengan rincian 3, untuk yang 

sudah tamat sekolah namun masih berusia 18 tahun dan 1 untuk calon 

mempelai wanita yang dalam kondisi hamil.  

Dengan adanya perubahan Undang-undang yang semula batas usia 

minimal dapat melangsungkan perkawinan yaitu untuk calon mempelai 

wanita minimal berusia 16 tahun dan untuk pria berusia 19 tahun berubah 

menjadi baik laki-laki maupun wanita sama-sama berumur 19 Tahun yang 

bertujuan agar usia 19 tahun merupakan usia yang sudah dinilai matang 

jiwa dan raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan dan membina 

rumah tangga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa 

berakhir dengan perceraian serta organ tubuh yang sudah dinilai matang 

sehingga mampu melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas. 

 Seiring dengan adanya perubahan ketentuan batas usia pada 

wanita dari 16 tahun tersebut terjadilah peningkatan permohonan 

dispensasi kawin karena calon mempelai wanita belum mencapai usia 19 

                                                           
10 Agus Alamsyah 
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tahun karena meskipun sudah tamat SMA usia anak umumnya baru 

menginjak usia 17/18 tahun dan sudah memiliki keinginan untuk menikah 

kemudian, faktor hamil di luar nikah menurut Bapak Agus Alamsyah anak 

yang masih berusia di bawah 19 tahun merupakan anak yang masih 

berusia remaja. Masa remaja ialah masa transisi antara masa kanak-kanak 

ke masa dewasa dimana pada masa ini anak banyak mengalami perubahan 

seperti perubahan secara fisik dan perubahan secara psikologis anak mulai 

mengenal gaya-gaya hidup, sudah merasa tertarik kepada kawan jenis lalu 

berpacaran.  

Pacaran merupakan gaya hidup anak remaja yang sangat sulit 

untuk dihindari karena mereka sudah pubertas jika tidak diawasi secara 

ketat oleh orang tua maka perilaku berpacaran ini dapat mengakibatkan 

banyak hal salah satunya melakukan hubungan intim atau hubungan 

seksual (sexs before married) hingga menyebabkan hamil di luar nikah. 

Maka diharapkan kepada orang tua agar menjaga anak-anaknya, menjaga 

pergaulan anak, mengajarkan ilmu agama dan ajari untuk mentaati norma-

norma kesusilaan.  

Lebih lanjut lagi penulis mengajukan beberapa pertanyaan 

berikutnya kepada ke dua narasumber mengenai alasan-alasan apa saja 

yang membuat permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon 

dapat diterima dengan pertanyaan sebagai berikut: apakah semua 

permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama 

Lebong diterima dan kriteria alasan pemohon seperti apa yang dapat 
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dikabulkan oleh hakim serta berapa persen permohonan dispensasi kawin 

yang dikabulkan dan yang ditolak?  

Dalam hal ini narasumber pertama yaitu Bapak M. Yanis Saputra. 

S.H.I memberikan tanggapan sebagai berikut:  

“Pada dasarnya Pengadilan Agama tidak boleh menolak semua 

perkara yang diajukan kepadanya namun ada beberapa hal yang 

membuat pengajuan permohonan dispensasi kawin dikabulkan dan juga 

ditolak permohonannya. Permohonan dispensasi kawin dikabulkan 

apabila memenuhi beberapa syarat seperti: (1) Terbukti tidak terdapat 

paksaan kepada kedua calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan, 

(2) terbukti tidak terdapat larangan pernikahan antara keduanya, (3) 

terbukti memang mau menikah, (4) terbukti ada unsur darurat yang 

menyebabkan mereka ingin segera menikah misal calon mempelai wanita 

dalam keadaan hamil dll.”
11

 

 

Menurut narasumber pertama, Bapak M. Yanis Saputra, S.H.I pada 

dasarnya pengadilan agama akan menerima semua pengajuan permohonan 

yang ditujukan kepada pengadilan agama pengadilan tidak boleh menolak 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih 

apapun. Dalam hal permohonan dispensasi kawin menurut narasumber 

pertama ada beberapa hal yang mesti dipertimbangkan untuk dapat 

diterimanya permohonan tersebut diantaranya adalah:  

(1) Terbukti tidak ada paksaan terhadap kedua calon mempelai laki-laki 

dan calon mempelai wanita untuk melaksanakan pernikahan; 

(2) Terbukti tidak terdapat larangan bagi kedua calon mempelai untuk 

melaksanakan pernikahan seperti diantara keduanya merupakan saudara 

kandung, saudara sepersusuan dan semua halangan nashab lainnya; 

                                                           
11 M. Yanis Saputra, ‘Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lebong’. 
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(3) Terbukti diantara kedua calon mempelai memang sudah ingin 

menikah; 

(4) Terbukti terdapat unsur darurat yang membuat kedua calon mempelai 

harus secepatnya melaksanakan pernikahan untuk menghidari mudharat 

lainnya seperti keadaan calon mempelai wanita dalam keadaan hamil dan 

lain-lain.
12

 

Adapun dalam hal permohonan yang ditolak atau tidak dapat 

dikabulkan menurut Bapak M. Yanis ialah apabila hal-hal yang sudah 

disampaikan di atas tidak dapat terpenuhi. Selain itu apabila terdapat cacat 

hukum cacat formiil juga merupakan salah satu penyebab mengapa 

permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan. Seperti yang dijelaskan 

oleh nya di dalam wawancara: 

“Permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan apabila hal-hal 

yang disebutkan tadi tidak dapat dibuktikan pada saat pemeriksaan selain 

itu hal-hal yang dapat menyebabkan tidak dikabulkan atau diterimanya 

permohonan ialah karena terdapat cacat hukum seperti cacat formiil, itu 

sudah tentu akan dicoret dari daftar register. Setahu saya hampir 95% 

permohonan dispensasi kawin dikabulkan di Pengadilan Agama 

Lebong.”
13

 

 

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul hukum 

acara perdata menyatakan bahwa berbagai macam cacat formiil yang 

mungkin melekat pada gugatan ialah sebagai berikut: 

(1) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak 

memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR; 

(2) Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum; 

                                                           
12 M. Yanis Saputra. 
13 M. Yanis Saputra. 
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(3) Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis 

consortium; 

(4) Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, ne bis in idem, atau 

melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif. 

Menurut Bapak M. Yanis hampir 95% permohonan perkara 

dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama Lebong 

diterima atau dikabulkan. 

Selanjutnya pertanyaan yang sama penulis sampaikan kepada 

narasumber kedua yaitu bapak Agus Alamsyah, SH. Berikut tanggapan 

dari Bapak Agus Alamsyah: 

“Semua perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Lebong kami 

terima terlebih dahulu lalu kemudian diperiksa. Jika saat pemeriksaan 

semua persyaratan baik secara fomiil dan secara materiil sudah 

terpenuhi, anak yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat uzur 

syar‟i dan dapat dimintai keterangan karena dalam perkara dispensasi 

kawin saat ini keterangan anak merupakan keterangan nomor 1 yang akan 

sangat kami pertimbangkan, orang tua pemohon juga dapat dimintai 

keterangan dan semua persyaratan lainnya terpenuhi maka permohonan 

pemohon dapat kami terima atau kami kabulkan.”
14

  

 

Menurut narasumber ke dua, Bapak Agus Alamsyah, SH. 

Permohonan yang dapat pengadilan kabulkan ialah apabila saat 

pemeriksaan perkara dilakukan semua hal yang menjadi persyaratan dalam 

mengajukan dispensasi kawin dapat terpenuhi secara keseluruhan seperti 

calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada uzur syar’i 

untuk melakukan pernikahan, mereka bersedia memberikan keterangan 

yang jujur mengenai alasan mengapa ingin menikah, dan orangtua selaku 

                                                           
14 Agus Alamsyah, ‘Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lebong’. 
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pengampuh anak-anak tersebut dapat dimintai keterangannya maka 

permohonan pemohon akan dikabulkan dan adak diproses.  

Sebaliknya jika permohonan dispensasi kawin tersebut tidak 

memenuhi hal-hal di atas maka permohonan tidak dapat diterima dan akan 

dinyatakan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena permohonan yang 

diajukan mengandung cacat hukum. Untuk presentase permohonan yang 

dikabulkan oleh Pengadilan Agama Lebong ialah sebanyak 95% 

dikabulkan dan 5% tidak dikabulkan.
15

 Seperti yang disampaikan oleh 

narasumber dalam wawancara sebagai berikut: 

“Namun jika ada beberapa hal yang tidak dapat dipenuhi atau 

terdapat cacat hukum maka permohonan yang diajukan pemohon tidak 

dapat kami kabulkan apalagi jika pemohon dalam hal ini orang tua 

korban tidak hadir selama pemeriksaan maka permohonannya akan 

dinyatakan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena mengandung cacat 

formiil 95% persen permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada 

Pengadilan Agama Lebong kami kabulkan.”
16

 

 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada 2 

narasumber yaitu Hakim M. Yanis Saputra, S. HI dan Hakim Agus 

Alamsyah, SH. Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya peningkatan pengajuan permohonan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Lebong sejak tahun 2019 sampai dengan 

2021 yaitu: (1) Faktor dampak dari perubahan batas usia mininal menikah 

yang semula 19 dan 16 tahun, laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun 

menjadi rata yaitu antara laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 

                                                           
15 Agus Alamsyah. 
16 Agus Alamsyah. 
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19 tahun, (2) Faktor kehamilan, (3) Faktor pendidikan, (4) Faktor ekonomi 

dan (5) Keinginan anak untuk menikah di usia dini.  

Adapun hal-hal yang menjadikan permohonan dispensasi kawin 

yang diajukan pemohon dapat dikabulkan adalah apabila (1) Permohonan 

tidak mengandung cacat hukum baik cacat formiil maupun cacat materiil 

(2) Kedua calon mempelai tidak terdapat halangan atau uzur syar’i untuk 

dinikahkan dan memang bersedia menikah tanpa ada paksaan, dan (3) 

Orang tua yang mengajukan permohonan dapat dimintai keterangan 

mengenai keabsahan data dan fakta saat pemeriksaan perkara. Secara 

keseluruhan mencapai 95% permohonan yang diajukan kepada Pengadilan 

Agama Lebong diterima dan dikabulkan.   

B. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Lebong 

Untuk mengetahui lebih lanjut dan secara mendalam penulis 

melakukan wawancara secara face to face (Tatap Muka) kepada Hakim 

Pengadilan Agama Lebong Hakim khusus yang memeriksa perkara 

dispensasi kawin mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama 

Lebong.  

Mengawali proses penelitian penulis merumuskan pertanyaan 

wawancara awal sebagai berikut: bagaimana pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Lebong dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin? 
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Berikut tanggapan dari narasumber pertama yaitu Bapak Hakim M. 

Yanis Saputra, M.H.I: 

“Dalam hal mengabulkan permohonan dispensasi kawin banyak 

sekali hal yang harus dipertimbangkan oleh kami sebagai hakim agar 

putusan mencapai kemaslahatan.”
17

  

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR/Pasal 189 R. Bg. Juncto 

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman dinyatakan bahwa jika pemeriksaan suatu perkara sudah 

selesai maka hakim atau majelis hakim karena jabatannya harus 

melaksanakan musyawarah guna mengambil keputusan yang akan 

dijatuhkan atas perkara tersebut.
18

 Jika semua tahapan pemeriksaan 

persidangan sudah dilakukan secara keseluruhan kemudian majelis 

menyatakan bahwa tahapan berikutnya merupakan musyawarah putusan 

guna untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana yang 

tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam penjatuhan keputusan yaitu:
19

 

(1) Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang 

bersifat rahasia. 

(2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis pada perkara yang sedang 

diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. 

                                                           
17 M. Yanis Saputra, ‘Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lebong’. 
18 M. Syarif Mappiasse, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, Cetakan ke-1 

(Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2015), h. 34. 
19 Pemerintah Pusat, ‘Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman’, 2009, h. 16. 
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(3) Dalam hal sidang pemusyawaratan tidak dapat dicapai dengan mufakat 

bulat maka, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam 

putusan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang pemusyawaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian terpenting di 

dalam sebuah putusan sebab pertimbangan hakim dijadikan dasar bagi 

penetapan putusan serta alasan-alasan diterima atau ditolaknya suatu 

gugatan atau permohonan. Seorang hakim harus memiliki landasan dalam 

memutuskan suatu perkara, setiap putusan yang dihasilkan dari 

permusyawatan hakim akan dipertanggungjawabkan utamanya kepada 

sang pencipta Allah SWT, pihak yang berperkara, masyarakat dan negara.  

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas narasumber menjelaskan 

bahwa terdapat banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim 

seperti pertimbangan terkait penjelasan yang disampaikan oleh anak 

mengapa mereka ingin menikah dibawah umur apakah ada unsur 

keterpaksaan atau tidak, apabila terdapat unsur pemaksaan terhadap anak 

untuk menikah maka majelis hakim akan menolak permohonan dispensasi 

kawin karena hal tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2022 Tentang Pidana Kekerasan Seksual Pasal 7 poin E. 

sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut: 

“Pertimbangan yang kami maksud dimulai dari keterangan-

keterangan yang disampaikan oleh anak mengenai rencana 

pernikahannya ada unsur paksaan dari satu atau beberapa pihak atau 

tidak jika setelah didengar terdapat keterangan anak yang menyatakan 
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adanya keterpaksaan maka permohonan dispensasi kawinnya tidak 

dikabulkan.”
20

 

 

Hakim juga harus mempertimbangan alasan dari pemohon dan 

anak apakah bersifat Dharuriyat atau tidak apabila alasannya bersifat 

krusial seperti anak perempuannya sudah hamil maka hakim akan 

mempertimbangkan hal tersebut lalu pertimbangan pendidikan anak jika 

anak tersebut sudah selesai melakukan pendidikan selama 12 tahun 

sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah maka hakim juga akan 

mempertimbangkan hal tersebut namun jika sebaliknya maka hakim akan 

menolak permohonan mereka dan hakim juga harus melihat kelengkapan 

berkas/syarat administrasi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber: 

“Melihat  Dharuriyat-nya bukan hanya Tahsiniyat-nya saja 

apabila alasan yang dikemukakan oleh anak menurut saya merupakan 

alasan yang sangat krusial dan bersifat darurat maka alasan ini menjadi 

pertimbangan saya untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin 

mereka  tersebut misal calon mempelai wanitanya sedang hamil kemudian  

pendidikan anak, jika alasan anak-anak tersebut ingin menikah bukan 

karena hamil atau alasan darurat lainnya dan mereka belum 

menyelesaikan pendidikan mereka atau batas wajib belajar 12 tahun 

hanya karena sudah ingin menikah atau karena calon mempelai laki-laki 

sudah mencukupi umur namun calon mempelai wanita belum mencukupi 

umur atau sebaliknya maka akan ditolak, selain dari pada yang saya 

kelengkapan administrasi merupakan hal utama yang juga 

dipertimbangkan permohonan itu ditolak atau dikabulkan untuk 

permohonan yang dikabulkan bisa lihat di putusan dalam perkara nomor 

17/Pdt.P/2019/PA.Lbg bisa dilihat di sana apa saja yang menjadi 

pertimbangan dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin.”
21

 

 

Kemudian penulis mengajukan pertanyaan yang sama kepada 

narasumber kedua yaitu Bapak Agus Alamsyah, S.H terkait pertanyaan 

yang sama. Berikut tanggapan dan penjelasan beliau: 

                                                           
20

 M. Yanis Saputra, ‘Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lebong’. 
21 M. Yanis Saputra. 
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“Berdasarkan pengalaman saya dalam memutuskan perkara 

dispensasi kawin ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi 

kawin yang diajukan pemohon seperti fakta-fakta yang ditemukan saat 

persidangan permohonan dikabulkan jika dimulai dari alasan yang 

disampaikan oleh anak dan pemohon dinilai mendesak dan bersifat 

darurat jika alasan bersifat darurat seperti calon mempelai wanita dalam 

keadaan hamil akan dikabulkan.” 

 

Hakim dalam memutuskan suatu perkara atau sengketa 

memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon baik itu 

syarat dari segi materiil maupun syarat dari segi formiil.  

Berdasarkan hasil wawancara berupa pernyataan-pernyataan dari 

narasumber ke dua Bapak Agus Alamsyah, S.H dapat disimpulkan bahwa 

alasan dikabulkan dan tidak dikabulkannya permohonanan dispensasi 

kawin ada beberapa hal yaitu: suatu putusan atau penetapan pengadilan 

khususnya dalam perkara permohonan dispensasi kawin selalu melihat apa 

landasan permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan, jika alasan yang 

diajukan oleh pemohon dinilai darurat oleh Hakim maka Hakim akan 

mempertimbangkan untuk dikabulkan demi menghindari mudhorot atau 

dampak negatif yang akan ditimbulkan seperti bila calon mempelai wanita 

dalam keadaan hamil maka untuk menyelamatkan nasab, kehidupan si 

calon bayi merupakan hal yang harus diutamakan seperti yang tertera 

dalam perkara nomor 17/Pdt.P/2019/PA.lbg permohonan dikabulkan 

karena yang menjadi alasan utama pemohon adalah bahwa calon mempelai 

perempuan sedang dalam kondisi hamil.
22

  

                                                           
22 M. Yanis Saputra. 
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Pernyataan bahwa tidak ada paksaan terhadap anak dalam 

mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang dinyatakan 

oleh narasumber: 

 “Alasan tidak ada paksaan dari pihak luar dan kedua calon 

mempelai tidak ada larangan untuk menikah jika selama pemeriksaan 

tidak terdapat pernyataan yang menuju pada adanya keterpaksaan atas 

pernikahan mereka maka akan ditolak.”
23

 

 

Selain pernyataan bahwa diterimanya permohonan dispensasi 

kawin anak harus melihat apa landasan permohonan dispensasi kawin 

tersebut diajukan dan alasan yang disampaikan anak apakah bersifat 

darurat atau tidak. Ada satu hal yang tidak kalah krusial dari 2 hal tersebut 

yaitu bagaimana kondisi mental dan fisik anak, memungkinkan atau tidak 

untuk dilangsungkan perkawinan terhadap mereka seperti yang 

disampaikan oleh narasumber: 

“Kesiapan mental dan fisik anak, saat pemeriksaan akan 

dihadirkan orang-orang kesehatan yang dapat memberikan keterangan 

bagaimana kondisi anak baik mental maupun fisiknya jika sudah cukup 

matang maka permohonan akan dikabulkan sebaliknya jika tidak maka 

akan dinasehati agar menunggu umur, Oleh karena itu untuk menghindari 

hal-hal yang dapat memudhorotkan anak maka permohonan dispensasi 

kawin dalam kasus ini tidak dapat dikabulkan. Selain pertimbangan-

pertimbangan di atas bisa juga dilihat pada salah satu putusan kami 

contoh perkara nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg untuk perkara yang kami 

kabulkan dan perkara nomor 5/Pdt. P/2019/PA. Lbg untuk perkara yang 

kami tolak permohonannya”
24

 

 

                                                           
23

 Agus Alamsyah, ‘Wawancara Hakim Pengadilan Agama Lebong’. 
24 Agus Alamsyah. 
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Selain, pertimbangan hamil juga terdapat beberapa pertimbangan 

hukum yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara 

dispensasi kawin tersebut yaitu:
25

  

a. Pertimbangan keabsahan kelengkapan administrasi dari pemohon 

seperti bukti-bukti tertulis akta lahir, alamat pemohon dan lain-lain. 

b. Pertimbangan keterangan para saksi yang bersedia untuk bersumpah 

atas kebenaran yang ia sampaikan. 

c. Pertimbangan bahwa diantara kedua calon mempelai tidak memiliki 

hubungan darah, saudara sedarah/sepersusuan dan tidak ada larangan 

lain yang mengahalangi keabsahan perkawinan mereka; 

d. Pertimbangan bukti-bukti persidangan/fakta hukum yang ditemukan 

oleh hakim yaitu: 

1) Bahwa pemohon dan anaknya bertempat tinggal di Kabupaten 

Lebong; 

2) Dahwa Darmi Maryuni binti Adhari adalah anak kandung 

Pemohon; 

3) Bahwa Darmi Maryuni binti Adhari akan segera menikah dengan 

Dahril Efendi binti Lukman, akan tetapi masih dibawah umur yang 

diisyaratkan oleh Undang-Undang perkawinan; 

4) Bahwa, antara Dahri; Effendi bin Lukman dengan Darmi Maryuni 

Bbinti Adhari mampu untuk berumah tangga; 

5) Bahwa, antara Dahri; Effendi bin Lukman dengan Darmi Maryuni 

Bbinti Adhari tidak ada hubungan keluarga, sedarah/sepersusuan, 

dan tidak ada larangan untuk menikah; 

6) Bahwa Dahril Effendi bin Lukman dengan Maryuni binti Adhari 

telah intim dalam pergaulan dan telah terjadi hal-hal yang dilarang 

agama (hamil di luar nikah); 

7) Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk melaksanakan 

pernikahan antara Dahri Effendi bin Lukman dengan Darmi 

Maryuni binti Adhari;
26

 

e. Pertimbangan Undang-Undang yang mengatur batas minimal usia 

pernikahan. 

f. Pertimbangan bahwa kedua calon mempelai sudah memiliki 

kemampuan baik secara moriil mapun materiil. 

g. Pertimbangan hubungan antara kedua calon mempelai sudah erat maka 

dikhawatirkan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syari’at meskipun 

mereka belum cukup umur maka dalam rangka mencegah 

kemafsadatan keduanya patur dinikahkan segera sejalan dengan qoidah 

fiqhiyah yaitu: 

 

                                                           
25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Perkara Nomor 

17/Pdt.P/2019/PA. Lbg.’ (Pengadilan Agama Lebong, 2019). 
26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
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 درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Dar‟ul Mafasid Muqaddamun „Ala Jalbil Mashalih 

“Menolak sesuatu yang lebih besar mafsadatnya (sesuatu yang bersifat negatif) 

lebih diutamakan daripada melaksanakan sesuatu yang bersifat Mashalih 

(sesuatu yang bersifat Positif). Tetapi kadarnya tidak lebih besar dari pada 

mafsadatnya yang ditimbulkan” 

" aaaiakakdid aiga fiai dldriduaa dluiadid hldeaid klgkridid aluaa "  

h. Pertimbangan fakta hukum yang sudah tertera dalam putusan perkara 

dan telah sejalan dengan tujuan perkawinan maka majelis berpendapat 

bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan. 

 

Sebagai bahan perbandingan maka penulis memberikan satu 

perkara permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh Pengadilan 

Agama Lebong yaitu perkara nomor 5/Pdt. P/2019/PA. Lbg pada tahun 

2019 adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim saat memutuskan 

perkara tersebut ialah:
27

 

a. Pertimbangan salah satu asas yang terkadung dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah kematangan fisik dan mental 

calon mempelai. Dikarenakan anak dari Pemohon (calon mempelai 

wanita) masih berusia 14 tahun 11 bulan hakim menilai bahwa di 

usia yang masih 14 tahun ini merupakan usia yang sanagt belum 

siap untuk menjalankan rumah tangga dan kondisi fisik calon 

mempelai wanita belum siap jika suatu saat dikarunia anak (hamil) 

sehingga memungkinkan terjadi suatu hal yang mendatangkan 

mudhorot n bagi calon mempelai wanita. 

b. Pertimbangan bahwa alasan hubungan antara calon mempelai laki-

laki dan wanita sudah saling mencintai serta sudah menjalin 

hubungan selama 3 tahun lalu antara kedua calon mempelai sudah 

melakukan hubungan intim namun belum hamil pengadilan 

menilai bahwa alasan tersebut bukan merupakan alasan yang 

mendesak dan akan lebih baik jika ditangguhkan hingga sampai 

anak sudah benar-benar matang fisik dan mentalnya dan sudah 

mencapai m=batas minimal untuk menikah. 

                                                           
27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‘Perkara Nomor 5/Pdt. 

P/2019/PA. Lbg’ (Pengadilan Agama Lebong, 2019), 5. 
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c. Pertimbangan dengan ditangguhkannya pernikahan anak tersebut 

akan menghindari resiko-resiko pernikahan dini seperti terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga, resiko kesehatan dan terputusnya 

pendidikan. 

d. Pertimbangan bahwa hubungan antara anak yang sudah terlalu jauh 

dan menyimpang tidak hanya dapat diselesaikan dengan 

menikahkan namun juga dapat dilakukan dengan memberikan 

bimbingan, pendidikan, dan pengawasan yang baik. 

e. Berlandaskan kepada pertimbangan-pertimbangan di atas maka 

permohonan pemohon untuk diberikan dispensasi nikah harusnya 

ditolak. 

 

Berdasarkan pada hasil wawancara kepada hakim Pengadilan 

Agama Lebong dan putusan perkara yang sudah penulis sebutkan di atas 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi 

kawin ialah: (1) adanya alasan yang mendesak yang bersifat darurat, (2) 

niat dari para pemohon, (3) kelengkapan syarat administrasi, (4) 

keterangan-keterangan anak dan saksi, (5) kematangan fisik dan mental 

anak dan (6) kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan yang 

melarang mereka untuk menikah seperti tidak ada hubungan saudara baik 

sedarah/sepersusuan. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan 

Agama Lebong dan beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Faktor penyebab terjadinya peningkatan pengajuan permohonan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong umunya terdapat 5 

faktor yaitu: (1) Faktor dampak dari perubahan batas usia mininal 

menikah yang semula 19 dan 16 tahun, laki-laki 19 tahun dan 

perempuan 16 tahun; (2) Faktor kehamilan, kondisi dimana calon 

mempelai wanita sudah dalam kondisi hamil namun untuk menikah 

belum mencapai batas minimal usia perkawinan; (3) Faktor 

pendidikan, kondisi dimana anak tidak mendapatkan lingkungan yang 

dapat memacu keinginan anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang 

yang lebih tinggi; (4) Faktor ekonomi, kondisi dimana pemohon tidak 

dapat membiayai anak untuk melanjutkan pendidikan dan keperluan 

anak sehingga tidak ada pilihan lain orangtua memilih untuk 

menikahkan anak di bawah umur; dan (5) Keinginan anak untuk 

menikah di usia dini. 

2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Lebong yaitu: (1) adanya alasan yang 

mendesak yang bersifat darurat seperti calon mempelai wanita dalam 
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keadaan hamil maka keduanya harus dinikahkan untuk menghindari 

hal-hal yang sifatnya mudhorot, (2) niat dari para pemohon, hakim 

akan melihat niat dari pemohon yaitu bukan hanya dari sekedar 

tahsiniyat namun harus bersifar darruriyat, (3) kelengkapan syarat 

administrasi; (4) keterangan-keterangan anak dan saksi, keterangan 

anak dan saksi merupakan hal yang utama utamanya untuk 

memastikan bahwa perkawinan anak tidak terdapat paksaan dari pihak 

luar (5) kematangan fisik dan mental anak; dan (6) kedua calon 

mempelai tidak memiliki hubungan yang melarang mereka untuk 

menikah seperti tidak ada hubungan saudara baik sedarah/sepersusuan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari 

bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu dengan 

rasa hormat peneliti memberi saran kepada para pejabat yang berwenang, 

anak, orang tua dan masyarakat luas sebagai berikut: 

1. Bagi Pengadilan Agama Lebong, KUA atau dinas-dinas terkait 

diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas 

terkait perubahan Undang-Undang mengenai penetapan batas minimal 

usia perkawinan. 

2. Bagi orang tua agar senantiasa memberikan arahan kepada anak-anak 

terlebih bagi anak yang masih di bawah umur terkait pergaulannya, 

pendidikannya, agama dan moralnya. 
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3. Bagi anak agar selalu menjaga pergaulan dan memikirkan masa depan 

dengan cara menekuni pendidikan dengan baik. 

4. Bagi masyarakat luas diharapkan agar mencoba untuk meningkatkan 

pemahaman mengenai undang-undang terkait pernikahan dan sama-

sama mengawasi pergaulan anak-anak di lingkungan sekitar.  
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P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Lebong yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan

penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin

yang diajukan oleh :

Pemohon I,  umur  40  tahun, agama Islam,  pekerjaan petani,  pendidikan

Sekolah  Dasar,  tempat  kediaman  di kabupaten  Lebong,

sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 35 tahun, agama Islam,  pekerjaan petani,  pendidikan

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama,  tempat  kediaman  di

kabupaten Lebong, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai

pria),  calon  istri  anak  Pemohon  (calon  mempelai  wanita),  orang  tua  calon

mempelai  wanita  dan  saksi-saksi  serta  memeriksa  semua  alat  bukti  di

persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04

Januari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan

register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg tanggal 5 Januari  2021, dengan

dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II Pemohon

II  sesuai  dengan Akta  Nikah Nomor  xx/xx/II/200x yang  dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 20, Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/PA.Lbg 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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PPN KUA Kecamatan , Kabupaten Lebong pada tanggal 8 Maret 2002;

2. Bahwa,  dari  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

a. Anak  para  Pemohon,  Laki-laki,  tempat  tanggal  lahir  Ketenong,  01

Februari 2003, umur 17 tahun;

b. Anak ke 2, Perempuan, tempat tanggal lahir Ketenong, 15 September

2005, umur 15 tahun;

3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon I

dan Pemohon II :

Nama Anak para  Pemohon,  tempat tanggal  lahir  Ketenong,  01  Februari

2003,  umur  17  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  Petani,

bertempat tinggal di , Kabupaten Lebong;

Dengan calon istrinya :

Nama  Calon  Istri  anak  Para  Pemohon,  tempat  tanggal  lahir  Embong

Panjang,  15  Agustus  2001,  umur  19  tahun  4  Bulan,  agama  Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Desa Suka

Damai, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pinang  Belapis,

Kabupaten Lebong dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa,  syarat-syarat  untuk  melaksanakan  pernikahan  tersebut  baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon

yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut

sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan

anak  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dengan  calon  istrinya  dikarenakan

keduanya  telah  menjalin  hubungan  sejak  22  Oktober  2019  sampai

sekarang, serta anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon

dengan Calon Istri anak Para Pemohon sudah sangat dekat sehingga para

pemohon  takut  hubungan  tersebut  terjerumus  pada  perzinahan  dan

mencoreng nama baik keluarga;
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6. Bahwa,  untuk  kepentingan  proses  pernikahan,  para  Pemohon  dengan

keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan

pendaftaran  rencana  pernikahan  anak  Para  Pemohon  dengan  calon

suaminya  ke  instansi-instansi  terkait,  akan  tetapi  pihak  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Pinang  Belabis,  Kabupaten  Lebong  belum  dapat

menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak

para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19

tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 11 bulan 6 hari;

7. Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak

mempunyai  hubungan  darah,  sepersusuan,  semenda  dan  tidak  ada

larangan untuk melakukan perkawinan;

8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II  berstatus jejaka/belum pernah

menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan

kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Petani. Begitu

pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil

baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

9. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon istri

anak  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  merestui  rencana  pernikahan

tersebut  dan  tidak  ada  pihak  ketiga  lainnya  yang  keberatan  atas

dilangsungkannya pernikahan tersebut;

10.Bahwa,  terhadap  biaya  perkara  ini  agar  dibebankan  sesuai  dengan

peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, para  Pemohon mohon  kepada  Ketua

Pengadilan Agama Lebong  melalui  persidangan Hakim yang memeriksa dan

mengadili  perkara  ini,  selanjutnya  menjatuhkan  penetapan  yang  amarnya

sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II

yang  bernama  Anak  para  Pemohon  untuk  menikah  dengan  seorang

perempuan bernama Calon Istri anak Para Pemohon;

3. Memerintahkan  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Pinang  Belapis,  Kabupaten  Lebong  untuk  melaksanakan
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pernikahan tersebut;

4. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa

perkara ini,  para  Pemohon hadir  sendiri  menghadap dipersidangan bersama

anak  para  Pemohon (calon mempelai pria), calon isteri  anak  para  Pemohon

(calon mempelai wanita) dan orang tua calon mempelai wanita;

Bahwa  Hakim  telah  memberikan  nasihat/penjelasan  tetang  akibat

perkawinan  dibawah  umur  dan  resiko  perkawinan  usia  dini  terhadap

kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi  anak,

dampak  ekonomi,  sosial  maupun  psikologis,  serta  potensi  timbulnya

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.  Pernikahan bagi  usia  dini

berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif

(kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum

siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika

dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali

menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan

agar  menunda  pernikahan  anak  para  Pemohon  dengan  calon  istrinya

mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana

ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, para Pemohon, anak

para Pemohon, calon istri anak para Pemohon serta orang tua calon istri anak

para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan

resiko  perkawinan  sebagaimana  yang  telah  dinasihatkan  oleh  Hakim  dan

menyatakan  tetap  ingin  melanjutkan  proses  pernikahan  serta  siap  untuk

menghadapi  segala  kemungkinan  resiko  perkawinan tersebut  yang  mungkin

terjadi,  baik  para  Pemohon maupun  kedua  orang  tua  calon  istri  anak  para

Pemohon  menyatakan  akan  berusaha  lebih  maksimal  dalam  mendampingi,
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membimbing,  dan  membantu  anak-anak  (kedua  calon  mempelai)  untuk

memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko dalam perkawinan tersebut

maupun dalam kehidupan rumah tangga;

Bahwa,  Hakim  telah  pula  berupaya  menasehati  anak para  Pemohon

(calon  mempelai  pria)  dan  calon  mempelai  wanita  agar  bersabar  dan

menunggu sampai usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga, akan

tetapi baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita menyatakan

teguh  dengan  pendiriannya  untuk  tetap  menikah  dan  telah  siap  berumah

tangga atas semua resiko yang ada;

Bahwa,  kemudian  dibacakan  surat  permohonan  para  Pemohon  yang

isinya  tetap  dipertahankan  oleh  para  Pemohon,  dengan  perubahan

sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa,  untuk terlaksananya  amanah  Pasal  13  ayat  (1)  Pasal  16

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Permohonan Dispensasi  Kawin,  Hakim mendengarkan keterangan dari  para

Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai pria), calon isteri  anak Pemohon

(calon  mempelai  wanita)  dan  orang  tua  calon  mempelai  wanita  di  depan

persidangan; 

Bahwa, sebagai orang tua dari calon mempelai pria, para Pemohon telah

memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa, para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak para Pemohon

(calon mempelai pria) yang bernama Anak para Pemohon, namun anak para

Pemohon masih berumur 17 tahun 11 bulan dan belum mencukupi  umur

perkawinan;

- Bahwa,  anak  para  Pemohon  akan  menikah  dengan  seorang  perempuan

bernama Calon Istri anak Para Pemohon (calon mempelai wanita);

- Bahwa, selaku orangtua, para Pemohon telah menasehati calon mempelai

pria untuk menunda pernikahan ini dan menunggu usia calon mempelai pria

berumur 19 tahun, namun calon mempelai pria tetap teguh untuk menikahi

calon mempelai wanita karena calon mempelai wanita sedang mengandung

anak dari calon mempelai pria;
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- Bahwa, calon mempelai wanita masih berumur 19 tahun 4 bulan ;

- Bahwa,  para  Pemohon  khawatir  jika  pernikahan  ini  ditunda  maka

kemaksiatan keduanya akan terus menerus terjadi  dan hukum sosial  dari

masyarakat;

- Bahwa, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita beragama Islam; 

- Bahwa, antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada

hubungan sedarah, sesusuan atau persemendaan;

- Bahwa, saat ini calon mempelai pria tidak sedang menempuh pendidikan;

- Bahwa, calon mempelai pria dalam keadaan sehat serta sanggup menjalani

kehidupan dalam rumah tangga;

- Bahwa,  calon  mempelai  pria  sudah  bekerja  sebagai  penambang  emas

tradisional dengan penghasilan sebesar Rp 100.000,- per hari;

-  Bahwa, para Pemohon telah merestui pernikahan antara calon mempelai pria

dengan  calon  mempelai  wanita  dan  siap  untuk  membimbing  dan

mengarahkan   kedua  calon  mempelai  tersebut  selama  membina  rumah

tangga;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, tempat

tanggal lahir di Ketenong, 1 Februari 2003, umur 17 tahun 11 bulan, agama

islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan  penambang  emas  tradisional,  bertempat

tinggal  di   Kabupaten Lebong dimuka  sidang  telah  memberikan  keterangan

yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah anak kandung para Pemohon;

- Bahwa saya berumur  17 tahun 11 bulan dan  sadar jika sebenarnya belum

waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 tahun;

- Bahwa  ya  benar  saya  mau  menikah  dengan  seorang  perempuan  yang

bernama Calon Istri anak Para Pemohon;

- Bahwa saya  kenal  dengan  calon  istri  saya lebih  kurang  3  tahun  sampai

sekarang;

- Bahwa saya ingin menikah dengan calon istri saya karena telah melakukan

hubungan layaknya suami istri dan sekarang calon istri (Calon Istri anak Para

Pemohon) tengah mengandung anak dari saya dengan usia kandungan lebih

kurang 3 bulan;
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- Bahwa  saya  sudah  bekerja  penambang  emas  tradisional  dengan

penghasilan lebih kurang sebesar Rp 100.000,- per hari;

- Bahwa antara saya dengan calon  istri  saya ingin menikah atas dasar suka

sama  suka,  tidak  ada  paksaan  untuk  menikah  dan  atas  keinginan  kami

sendiri;

- Bahwa saya tidak ada meminang perempuan lain kecuali calon Istri saya;

- Bahwa  saya dengan  calon  istri  tidak  ada  halangan  untuk  menikah  baik

karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;

- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;

Bahwa, calon istri  anak  para  Pemohon yang bernama Calon Istri anak

Para Pemohon,  tempat tanggal  lahir  di  Embong Panjang,  15 Agustus 2001,

umur  19  tahun  4  bulan  ,  agama islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  belum

bekerja, bertempat tinggal di  Kabupaten Lebong, telah hadir di persidangan

yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon istri anak para pemohon dan mengenal para

Pemohon yaitu orang tua kandung calon suami saya;

- Bahwa saya berumur 19 tahun 4 bulan , dan bekerja belum bekerja

- Bahwa saya kenal dengan anak para Pemohon (Anak para Pemohon) lebih

kurang 3 tahun sampai sekarang;

- Bahwa benar saya mau menikah dengan anak para Pemohon yang bernama

Anak para Pemohon  atas dasar suka sama suka serta tidak ada paksaan

dari pihak lain;

- Bahwa  saya  ingin  menikah  dengan  calon  suami saya  karena  sekarang

tengah mengandung anak dari Anak para Pemohon dengan usia kandungan

lebih kurang 3 bulan;

- Bahwa  saya dengan  calon suami tidak ada  halangan untuk menikah baik

karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;

- Bahwa saya tidak dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suami saya;

- Bahwa, saya siap menjadi isteri yang baik bagi anak para Pemohon dan juga

siap  menjalankan  kewajiban  seorang  isteri  dalam  rumah  tangga  dengan

anak para Pemohon serta siap menerima apa adanya; 

- Bahwa kedua keluarga sudah merestui pernikahan kami;
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Bahwa,  orang  tua  dari  calon  istri  anak  para  Pemohon  yaitu  bapak

kandung yang mengaku bernama bapak calon istri anak para Pemohon, umur

42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani,  bertempat tinggal

di   Kabupaten Lebong.  Ibu kandung yang mengaku bernama ibu calon istri

anak para Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

petani,  bertempat  tinggal  di   Kabupaten  Lebong.  Keduanya  telah  hadir  di

persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami kenal dengan para pemohon dan anak para pemohon sebagai

calon suami anak saya yang bernama Anak para Pemohon ;

- Bahwa anak  para  Pemohon  sudah  lama  menjalin  hubungan  cinta/

berpacaran sangat akrab dengan anak kami yang bernama Calon Istri anak

Para Pemohon sekitar  3 tahun  yang lalu dan  sekarang  anak kami  sedang

mengandung anak dari anak para Pemohon;

- Bahwa kami sebagai orang tua  merestui  dan mengizinkan  agar keduanya

segera  dinikahkan,  karena  kami  merasa  khawatir  kalau  antara  keduanya

tidak dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan;

-   Bahwa serta  telah melapor  ke Kantor  Urusan Agama Kecamatan  Pinang

Belapis  untuk  mencatatkan  pernikahan,  namun  Kantor  Urusan  Agama

tersebut menolak dengan alasan anak para pemohon tersebut belum cukup

umur menikah menurut undang-undang;

- Bahwa antara anak kami dengan anak para Pemohon atau calon suaminya

tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta tidak ada hubungan

darah, sesusuan dan persemendaan;

- Bahwa, selaku orangtua kandung calon  istri  anak para Pemohon sanggup

untuk membantu dan membimbing  kedua calon mempelai  dalam berumah

tangga  sehingga  bisa  menjadi  keluarga  yang  sakinah,  mawaddah

warrohmah nantinya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil  permohonannya para Pemohon telah

mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di depan persidangan yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 17070 atas nama (Pemohon I) yang

dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten
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Lebong tanggal 13 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu

diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: NIK: 17070 atas nama (Pemohon II),

yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil

Kabupaten Lebong tanggal 13 Desember 2018, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Asli  Surat penolakan  pernikahan dari Kepala Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Pinang Belapis Nomor B-xxx/Kua.07.09.02/PP.01.x/1x/202x

tanggal 7 November 2020, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga para pemohon nomor : 17070 yang dikeluarkan

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal

22 November  2020,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Pemohon  Nomor  :  xx/xx/II/200x  tanggal  8

Maret  2003  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Pinang Belapis, bukti  surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri,  nomor : MI 070001888 atas

nama  Anak  para  Pemohon  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 2 Lebong tanggal 25 Juni 2016, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran,  nomor  :  1707-LT-12022014-00xx  atas

nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 12 Februari 2014, bukti surat

tersebut telah diberi  meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 17070 atas nama calon istri anak

para  pemohon (calon  mempelai  wanita)  yang  dikeluarkan  Kepala  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Lebong  tanggal  20
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Oktober  2018,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;

Bahwa, selain bukti  surat  tersebut  para  Pemohon juga mengajukan 2

(dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut: 

1. saksi 1 P, umur 16 tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di

Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman anak para pemohon para Pemohon;

- Bahwa saksi  kenal  dengan anak para  Pemohon bernama Anak para

Pemohon dan calon istri anak para Pemohon bernama Calon Istri anak

Para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak

pemohon  yang  bernama  Anak  para  Pemohon  dengan  calon  istrinya

namun  mendapat  penolakan  dari  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Pinang Belapis karena anak para Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus gadis dan

calon mempelai pria berstatus jejaka;

- Bahwa antara calon suami dan calon Istri tersebut tidak ada hubungan

keluarga maupun satu susuan;

- Bahwa  antara  anak  para  Pemohon  dengan  calon  istrinya  sudah

berpacaran  lebih  kurang  3  tahun  dan  telah  melakukan  hubungan

layaknya suami istri sehingga sekarang calon istri anak para Pemohon

sedang hamil kurang lebih 3 bulan;

- Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari wanita lain selain

calon istrinya;

- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon

mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas

tradisional dengan penghasilan  lebih kurang sebesar Rp 100.000,- per

hari;

- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak para Pemohon dengan

calon istrinya untuk menikah;
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2. Saksi 2 P, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di

Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi calon istri anak para Pemohon  para Pemohon;

- Bahwa saksi  kenal  dengan anak para  Pemohon bernama Anak para

Pemohon dan calon istri anak para Pemohon bernama Calon Istri anak

Para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak

para pemohon yang bernama Anak para Pemohon dengan calon istrinya

namun  mendapat  penolakan  dari  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Pinang Belapis karena anak para Pemohon belum cukup umur;

- Bahwa, setahu saksi calon mempelai wanita masih berstatus gadis dan

calon mempelai pria berstatus jejaka;

- Bahwa antara calon suami dan calon Istri tersebut tidak ada hubungan

keluarga maupun satu susuan;

- Bahwa  antara  anak  para  Pemohon  dengan  calon  istrinya  sudah

berpacaran  lebih  kurang  3  tahun  dan  telah  melakukan  hubungan

layaknya suami istri sehingga sekarang calon istri anak para Pemohon

sedang hamil;

- Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari wanita lain selain

calon istrinya;

- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dari calon mempelai pria dan calon

mempelai wanita dengan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai penambang emas

tradisional dengan penghasilan  lebih kurang sebesar Rp 100.000,- per

hari;

- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui anak para Pemohon dengan

calon istrinya untuk menikah;

Bahwa,  atas  keterangan  saksi-saksi  tersebut  di  atas,  para  Pemohon

membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut;

Bahwa  untuk  selanjutnya  Pemohon  mencukupkan  dengan

keterangannya  dan  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada
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pokoknya tetap dengan permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu

apapun dan mohon penetapan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon

adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa  dalam  dalil  permohonan  para  Pemohon  yang

menyatakan para Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di

ajukan  oleh  para  Pemohon  adalah  permohonan  dispensasi  kawin  yang

termasuk dalam bidang perkawinan  maka sesuai  dengan ketentuan Pasal  7

huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal

49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3  Tahun

2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara

ini  termasuk dalam kompetensi  absolut  Peradilan  Agama,  maka Pengadilan

Agama Lebong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  karena  para  Pemohon  bertempat  kediaman  di

wilayah  Kabupaten   Lebong,  yang  termasuk  dalam  wilayah  yurisdiksi

Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  maka  perkara  ini  merupakan

kewenangan relatif Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang,  bahwa  terhadap  maksud  para  Pemohon tersebut  Hakim

Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup

umur  19 tahun  sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi

Hukum  Islam  jo.  Pasal  12  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Mahkamah  Agung
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Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut : ayat

(1)  Hakim dalam persidangan harus  memberikan nasihat  kepada Pemohon,

anak, calon suami/Istri dan orang tua/wali calon suami/Istri dan ayat (2) nasihat

yang  disampaikan  oleh  Hakim  untuk  memastikan  orang  tua,  anak,  calon

suami/Istri  dan  orang  tua/wali  calon  suami/Istri  agar  memahami  risiko

perkawinan  terkait  dengan  :  (a)  kemungkinan  berhentinya  pendidikan  bagi

anak,  (b)  keberlanjutan  anak  dalam  menempuh  wajib  belajar  12  tahun,  (c)

belum siapnya reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi

anak, (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak

berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai

segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya

sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagaimana

diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009  jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian

para Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan

bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Anak para Pemohon

yang  akan  menikah  dengan  perempuan  bernama  Calon  Istri  anak  Para

Pemohon,  dimohonkan  untuk  dispensasi  kawin,  karena  masih  berumur  19

tahun 4 bulan  sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5

serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin

yang diajukan para Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dan memenuhi

kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara

ini (persona standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  inti  dari  permohonan  Pemohon  adalah  agar

Pengadilan  Agama  memberikan  dispensasi  kawin  untuk  dapat  menikahkan

anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;

Menimbang,  bahwa Hakim Tunggal  telah  mendengar  keterangan dari

anak para Pemohon dan calon istri yang menyatakan bahwa dia tidak dapat

dipisahkan  lagi  karena  mereka  saling  mencintai  dan  calon  istri  anak  para

Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil  permohonannya,  para

Pemohon  telah  mengajukan  bukti  surat  P.1  sampai  dengan  P.8,  kemudian

Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan

materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo.  Pasal 1868 Kitab Undang-Undang

Hukum  Perdata,  oleh  karena  itu  berkualitas  dan  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam

perkara  ini  serta  dapat  dipertimbangkan  karena  telah  memenuhi  ketentuan

Pasal  5  dan Pasal  28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea

Meterai  jo.  Pasal  1  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2000

Tentang  Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Nominal  yang dikenakan Bea Meterai,  disertai  stempel  pos,  telah  dicocokan

dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata;

Menimbang,  bahwa  untuk  substansi  materiil  bukti-bukti  surat  tersebut

diatas akan dipertimbang satu persatu sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  P.1 dan  P.2 oleh  karena  para

Pemohon berkewarganegaraan Republik  Indonesia  dan bertempat  tinggal  di

wilayah  Kabupaten  Lebong,  yang  termasuk  dalam  wilayah  yurisdiksi

Pengadilan Agama Lebong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama

Lebong berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  P.3 berupa asli Surat Penolakan

Pernikahan dari  Pegawai  Pencatat  Nikah Kantor  Urusan Agama Kecamatan

Pinang  Belapis,  Kabupaten  Lebong,  maka  terbukti  bahwa  para  Pemohon

pernah  mendaftarkan  pernikahan  anaknya  bernama  Anak  para  Pemohon

dengan calon istri  anak  para  Pemohon yang bernama  Calon Istri  anak Para

Pemohon,  namun  ditolak  oleh  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan
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Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, karena anak para Pemohon belum cukup

umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa antara

para Pemohon dengan calon mempelai  laki-laki mempunyai hubungan nasab

yaitu  para  Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon mempelai  laki-

laki,  oleh  karenanya  telah  sesuai  dengan  maksud  Pasal  7  ayat  2  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum

tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 anak para Pemohon

yang  bernama Anak  para  Pemohon  ,  maka  terbukti  anak  para  Pemohon

dilahirkan pada tanggal 01 Februari 2003, sehingga umur anak para Pemohon

hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 11 bulan, oleh karena itu

anak  para  Pemohon  belum  memenuhi  ketentuan  Pasal  7  ayat  1  Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah,

maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal

7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1974  Tentang  Perkawinan yang

telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019  jo. Pasal 15 ayat 2

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.8  calon  istri  anak  para

Pemohon  yang  bernama Calon  Istri  anak  Para  Pemohon,  lahir  tanggal  15

Agustus 2001,  sehingga umur  calon istri  anak  para  Pemohon hingga perkara

diputuskan baru berumur 19 tahun 4 bulan, oleh karena itu  calon istri  anak

pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak

para Pemohon dengan calon istrinya  kepada Pegawai Pencatat  Nikah pada

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pinang  Belapis,  namun  ditolak  dengan

alasan anak para Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Hakim Tunggal

berpendapat  bahwa  surat  tersebut  merupakan  akta  autentik  yang  nilai
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pembuktiannya  sempurna  dan  mengikat,  oleh  karenanya  permohonan

dispensasi kawin yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Lebong

sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang

saksi yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah bersumpah

menurut  agamanya  dan telah  menyampaikan keterangan secara  terpisah  di

persidangan telah menguatkan dalil permohonan para Pemohon,  maka Hakim

Tunggal menilai saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut telah

memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal

172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg,  oleh karenanya keterangan

saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  perkara  ini,  bukti

yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan

dalil-dalil  para  Pemohon,  Hakim  Tunggal  telah  menemukan  fakta  sebagai

berikut:

- Bahwa benar para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari  laki-laki

yang bernama Anak para Pemohon;

- Bahwa  benar  Anak  para  Pemohon  hendak  dinikahkan  dengan  seorang

perempuan bernama Calon Istri anak Para Pemohon;

- Bahwa  benar  anak  para  Pemohon  belum  cukup  umur  untuk  menikah

karena saat ini masih berumur 17 tahun 11 bulan;

- Bahwa keduanya sudah ingin menikah karena telah melakukan hubungan

terlarang layaknya suami Istri  dan calon istri  anak para Pemohon (Calon

Istri  anak Para Pemohon) sekarang tengah mengandung anak dari Anak

para Pemohon dengan usia kandungan lebih kurang 3 bulan;

- Bahwa  anak  para  Pemohon  sudah  bekerja  sebagai  penambang  emas

tradisional dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 100.000,- per hari;

- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada

hubungan  darah  maupun  sepersusuan  serta  tidak  ada  halangan  untuk

menikah kecuali umur anak para Pemohon;

- Bahwa, calon mempelai pria masih berstatus jejaka dan calon mempelai
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wanita berstatus wanita;

- Bahwa, pernikahan ini atas kehendak dan keinginan calon mempelai pria

dan calon mempelai wanita tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa anak para pemohon tidak ada pinangan dari wanita lain selain calon

istrinya;

- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak para Pemohon

dengan calon istri untuk dinikahkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut,  Hakim  Tunggal

berpendapat  bahwa  permohonan  para  Pemohon telah  memenuhi  ketentuan

Pasal  7 ayat  (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6

huruf  (c)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975,  kemudian  anak  para

Pemohon dengan calon istri telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga

hal  ini  telah  memenuhi  syarat  perkawinan sesuai  ketentuan Pasal  6  ayat  1

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan  yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi

Hukum Islam. Selanjutnya antara anak para Pemohon  dengan calon  istrinya

tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga

tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum

Islam,  serta  anak para  Pemohon  dengan calon  istrinya  tidak sedang dalam

pinangan  laki-laki  lain   atau  meminang  perempuan  lain maka  hal  ini  telah

memenuhi  tata  cara  pra  nikah  sesuai  ketentuan  Pasal  12  ayat  (1)  dan  (3)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  anak  para  Pemohon

yang bernama Anak para Pemohon benar-benar telah mencintai calon istrinya

yang bernama Calon Istri anak Para Pemohon dan ingin menikah dengannya

serta  tidak  ada halangan  perkawinan antara  keduanya  bahkan  secara  fisik,

mental dan social, telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk

melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik

serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sangat mendesak dan
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sudah  sangat  sulit  antara  keduanya  untuk  dipisahkan  ataupun  ditunda

keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawaddah dan rahmah)

keduanya,  bilamana dibiarkan akan lahir anak dalam kandungan tanpa ikatan

perkawinan,  sehingga  akan  menimbulkan  kemadhratan  bagi  kedua  calon

mempelai  dan  keluarganya serta  menghindari  terjadinya  fitnah  dan

kemungkinan terjadinya perbuatan dosa yang lebih besar lagi antara keduanya,

maka  Hakim  berpendapat  menyegerakan  pernikahan  antara  Anak  para

Pemohon dengan Calon Istri  anak Para Pemohon yang merupakan sebagai

solusi atau jalan keluar yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang,  bahwa  Pasal  53  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam

menyebutkan : “Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan

pria yang menghamilinya”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat di

dalam Qo’idah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Artinya:”Menolak  kemadhorotan  lebih  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan”;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  Hakim  Tunggal  berpendapat  bahwa  para  Pemohon telah  berhasil

membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut di  atas Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian permohonan

dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa perkara  ini  menyangkut  bidang perkawinan maka

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006  pada Pasal  90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal  91 A,  jo.  Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka biaya

perkara dibebankan kepada para Pemohon;
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Mengingat  dan memperhatikan pasal-pasal  dari  peraturan perundang-

undangan dan hukum syara’ yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Memberi  Dispensasi  kepada anak Pemohon I  dan Pemohon II  bernama

Anak  para  Pemohon,  untuk  menikah  dengan  seorang  perempuan

bernama Calon Istri anak Para Pemohon;

3. Memerintahkan  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Pinang  Belapis,  Kabupaten  Lebong  untuk  melaksanakan

pernikahan tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara  ini  sejumlah Rp.359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan  ribu

rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada

hari  Selasa tanggal  12 Januari  2021 Masehi,  bertepatan dengan tanggal  28

Jumadil  Awwal  1442  Hijriyah,  oleh  Agus  Alamsyah,  S.H., sebagai  Hakim

Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum, dan dibantu oleh  Veby Erdita. S.H. sebagai Panitera Pengganti

dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,o

dto

Agus Alamsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

dto
d

   Veby Erdita. S.H.
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Perincian biaya perkara:
1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 240.000,00
4. PNBP Relaas Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 9.000,00
Jumlah : Rp 359.000,00

  Terbilang : (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
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PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA Lbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan memutus perkara pada

tingkat  pertama,  dalam  persidangan  majelis  hakim  telah  menjatuhkan

penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara dispensasi kawin

yang diajukan oleh :

Adhari  bin Basrin,  umur 47 tahun,  agama Islam, pekerjaan Petani,  tempat

kediaman  di  Desa  Ketenong  Jaya,  Kecamatan

Pinang  Belapis,  Kabupaten  Lebong,  Sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar  keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  berdasarkan  surat  permohonannya

tertanggal  18 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Agama Lebong dengan register  perkara Nomor 17/Pdt.P/2019/PA Lbg,  yang

pada pokoknya  Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi  Kawin  untuk

anak Pemohon yaitu :

Nama : Darmi Maryuni binti Adhari

Tempat Tanggal Lahir : Ketenong, 16 Maret 2003, umur (16 Tahun)

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Ketenong Jaya, Kecamatan Pinang 
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Belapis, Kabupaten Lebong.

Sebagai anak Pemohon;

   Akan menikah dengan calon suaminya :

Nama : Dahril Efendi bin Lukman

Tempat Tgl. Lahir : Ketenong II, 19 Agustus 1996

Umur : 23 Tahun

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta 

Alamat : Desa Ketenong II, Kecamatan Pinang Belapis,

Kabupaten Lebong.

Selanjutnya disebut Calon Suami;

Bahwa, permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai

berikut:

1. Bahwa, Pemohon Adhari bin Basrin telah menikah dengan wanita

bernama Rohani binti Pikiman pada tanggal 11 November 1995 sesuai

kutipan akta nikah nomor 317/67/X/1995 dan dikaruniai 4 (empat) orang

anak yang bernama :

- Dero Saputro bin Adhari, laki-laki umur 23 tahun;

- Darsi Julianti binti Adhari, perempuan umur 19 tahun;

- Darmi Maryuni binti Adhari, perempuan umur 16 tahun;

- Depri Jumardi bin Adhari, laki-laki umur 13 tahun;

2. Bahwa,  Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon

yang  bernama  (Darmi  Maryuni  binti  Adhari)  dengan  seorang  laki-laki

bernama (Dahril Efendi bin Lukman);

3. Bahwa,  Pemohon  telah  datang  dan  melapor  ke  PPN  Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Pinang  Belapis,  Kabupaten  Lebong  guna
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mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan

alasan belum cukup umur;

4. Bahwa,  antara  anak  Pemohon  (Darmi  Maryuni  binti  Adhari)

dengan  seorang  laki-laki  bernama  (Dahril  Efendi  bin  Lukman)  telah

berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun dan

sekarang Darmi Maryuni binti Adhari dalam keadaan hamil lebih kurang

8 minggu;

5. Bahwa,  Pemohon  menghendaki  agar  anak  Pemohon  Darmi

Maryuni binti Adhari dengan Dahril Efendi bin Lukman tersebut segera

dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;

6. Bahwa,  Pemohon  ingin  agar  anak  Pemohon  dengan  calon

suaminya  tersebut  segera  dinikahkan,  namun  terhambat  menyangkut

usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai  usia kawin

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa,  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut,  maka  Pemohon

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong  melalui majelis hakim

yang  memeriksa  perkara  ini  agar  berkenan  untuk  memeriksa  dan

selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan,  memberikan  dispensasi  kepada  anak  Pemohon

yang  bernama  (Darmi  Maryuni  binti  Adhari)  untuk  menikah  dengan

seorang laki-laki bernama (Dahril Efendi bin Lukman);

3. Memerintah  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama  Kecamatan  Pinang  Belapis,  Kabupaten  Lebong  untuk

melaksanakan pernikahan tersebut:

4. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari  dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa

perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan; 
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Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tetang akibat

perkawinan dibawah umur, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya; 

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang

pada pokoknya  menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai

yang mana keterangannya secara lengkap telah termuat dalam berita  acara

sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil  permohonannya,  Pemohon

dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi  Surat  Penolakan  Perkawinan  yang  dikeluarkan  oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong

Nomor  B.105/Kua.07.09.13/PW.01/XI/2019  tanggal  18  November

2019,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Adhari  Nomor

1707011006720001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan  Sipil  Kabupaten  Lebong  tanggal  12  Mei  2017,  bukti  surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi  Kartu Keluarga Nomor 1707010511070165 tanggal  12

Mei  2017 yang dikeluarkan oleh  Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Lebong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P3;

4.--------------------------------------------------------------------------------------------

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  317/67/X/1995  tanggal  13

November  1995  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Lebong  Utara  Kabupaten  Rejang  Lebong,  bukti  surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
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5.--------------------------------------------------------------------------------------------

Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  atas  nama  Darmi  Maryuni  Nomor

1707-LT-24072013-0017 tanggal  25 Juli  2013 yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong, bukti surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi,

masing-masing bernama :

1.----------------------------------------------------------------------------------------------

Hendri  bin  A.  Kadir,  umur  50  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Ketenong Jaya, Kecamatan

Pinang Belapis, Kabupaten Lebong;

2.----------------------------------------------------------------------------------------------

Suradi  bin  Suhid,  umur  56  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  petani,  beralamat  di  Desa  Ketenong  II,  Kecamatan Pinang

Belapis, Kabupaten Lebong;

Dibawah sumpahnya kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan anak Pemohon serta calon suaminya;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  anak  Pemohon  akan  segera  menikah

dengan Dahril  Efendi  bin  Lukman,  akan  tetapi  anak tersebut  masih

berumur 16 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui  antara  anak Pemohon (Darmi Maryuni binti

Adhari)   dengan  Dahril  Efendi  bin  Lukman  tidak  ada  hubungan

keluarga/sedarah atau  sesusuan atau larangan lain yang menghalagi

keabsahan perkawinan mereka;

- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon Darmi Maryuni binti Adhari

dengan Dahril Efendi bin Lukman akan mampu untuk berumah tangga;
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- Bahwa  antara  anak  Pemohon  Darmi  Maryuni  binti  Adhari   dengan

Dahril  Efendi  bin Lukman tersebut telah intim dalam pergaulan,  dan

telah terjadi hal-hal yang dilarang agama;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  kedua  pihak  keluarga  telah

memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa  dipersidangan  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulannya

secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi

serta  pemohon menyatakan  tetap  pada  permohonan semula  dan  mohon

penetapan;

Bahwa selanjutnya  untuk mempersingkat  uraian penetapan ini,  Majelis

Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum  dalam berita

acara   persidangan  perkara  ini  yang  merupakan  satu  kesatuan  dalam

penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan dispensasi

nikah,  maka sesuai  Pasal  49  ayat  (2)  angka 3  Penjelasan Umum Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  terakhir  diubah  dengan  Undang-undang

Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  maka  Pengadilan  Kota

Tasikmalaya memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang,  Majelis  hakim  telah  memberi  nasihat  tentang  akibat  dari

perkawinan  dibawah  umur  tersebut kepada  Pemohon  dan  kedua  calon

mempelai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  atas  bukti-bukti tertulis yang  diajukan  Pemohon,

yang  telah  bermaterai  cukup  dan  dinazegelen  kantor  pos  serta  merupakan

fotocopy  dari  Akta  Otentik,  dimana  atas  bukti  tersebut  Majelis  Hakim  telah

mencocokan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai,  dan  pula  telah  memenuhi

ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea
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Materai,  maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt   jo. Pasal

285 Rbg, Majelis Hakim berpendapat  alat bukti tertulis diatas dapat diterima di

persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en

bindende bewijskracht); 

Menimbang,  bahwa majelis  hakim dipersidangan telah  mendengarkan

keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang

terlarang  menjadi  saksi,  keduanya  telah  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpahnya berdasarkan pengetahuannya  sendiri,  dan keterangan keduanya

ternyata  telah  sesuai  (relevan)  dengan  pokok  perkara,  maka  majelis  hakim

menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung

kebenaran  dalil-dalil  dan  alasan  permohonan  Pemohon  dalam  perkara  ini

sebagaimana dimaksud Pasal  170 sampai  dengan Pasal  172 HIR jo.  Pasal

1908 KUHPdt;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  sampai  dengan  P.4  yang

dikuatkan  oleh  keterangan  kedua  orang  saksi,  maka  telah  terbukti  di

persidangan Pemohon serta anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten

Lebong;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1,  yang  dikuatkan  oleh

keterangan  kedua  orang  saksi,  maka  telah  terbukti  di  persidangan   Darmi

Maryuni binti Adhari adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2,  yang  dikuatkan  oleh

keterangan  kedua  orang  saksi,  maka  telah  terbukti  di  persidangan  Darmi

Maryuni binti Adhari  akan segera menikah dengan Dahril Efendi bin Lukman,

akan tetapi masih berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 yang dikuatkan

oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara

Darmi  Maryuni  binti  Adhari   dengan  Dahril  Efendi  bin  Lukman  tidak  ada

hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang

menghalangi keabsahan perkawinan mereka; 
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  dipersidangan  tersebut

Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah  Kabupaten

Lebong;

2. Bahwa Darmi Maryuni binti Adhari  adalah anak kandung Pemohon;

3. Bahwa Darmi Maryuni binti Adhari  akan segera menikah dengan Dahril

Efendi  bin Lukman, akan tetapi  masih dibawah unmur yang disyaratkan

oleh Undang-undang perkawinan;

4. Bahwa,  antara Dahril  Efendi  bin Lukman dengan Darmi Maryuni  binti

Adhari   tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak

ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka; 

5. Bahwa Dahril  Efendi  bin  Lukman dengan  Darmi  Maryuni  binti  Adhari

mampu untuk berumah tangga;

6. Bahwa antara  Dahril  Efendi  bin  Lukman dengan  Darmi  Maryuni  binti

Adhari telah intim dalam pergaulan dan  telah terjadi hal-hal yang dilarang

agama;

7. Bahwa  kedua  pihak  keluarga  telah  merestui  untuk  dilaksanakannya

pernikahan  antara Dahril  Efendi bin Lukman dengan Darmi Maryuni binti

Adhari;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut  Majelis

Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini; 

Menimbang,  bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi

nikah, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2)  angka (3) Penjelasan

Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor  3 Tahun 2006 dan terakhir  diubah dengan Undang-

undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama,  maka Majelis Hakim

berpendapat Pengadilan Agama Lebong memiliki kewenangan secara absolut

untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;
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Menimbang, bahwa pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di

wilayah Lebong, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lebong

memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974  yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16

tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur

19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan

belas)  tahun”,  akan  tetapi  dalam  perkara  a  quo,  calon  mempelai  laki-laki

berumur  16  tahun sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan

calon  mempelai  wanita  dengan  calon  mempelai  laki-laki  tidak  dapat  dilak

sanakan  karena  umur  minimal  untuk  dapat  melaksanakan  perkawinan

calon mempelai wanita haruslah 19 tahun dan umur calon mempelai laki-laki

mencapai 19 tahun;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  7 ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  menyatakan  “Dalam  hal

penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada

Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau

pihak wanita”;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi  Peradilan Agama Edisi  revisi  2010 halama 162-163,

mengenai  dispensasi  Kawin  menyebutkan  “Permohonan  dispensasi  kawin

diajukan  oleh  calon  mempelai  pria  yang  belum  berusia  19  tahun,  calon

mempelai  wanita  yang  belum  berusia  19  tahun  dan/atau  orang  tua  calon

mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam

wilayah hukum dimana calon  mempelai  dan/atau orang tua  calon  mempelai

tersebut bertempat tinggal”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  diatas,  anak

Pemohon  belum  cukup  umur  untuk  melakukan  perkawinan  dan  dan  telah

memenuhi ketentuan Pasal  Pasal  7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974  tentang Perkawinan dan buku II  tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
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dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut,

maka Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai persona standi in judicio

dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta hukum diatas,  kedua calon mempelai

sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan

tidak ada larangan yang menghalangi  keabsahan perkawinan mereka, maka

Majelis Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah

perkawinan sebagaiman diatur dalam syariat Islam; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  diatas,  kedua  calon

mempelai telah memiliki kemampuan baik secara moril maupun materil untuk

berumah tangga, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan hadits Rasulullah

saw yang berbunyi :

'Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka

menikahlah.  Karena  menikah  lebih  dapat  menahan  pandangan  dan  lebih

memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah

ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[ HR. Al-Bukhari (no.

5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no.

1087) kitab an-Nikaah.]

menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara

kedua calon mempelai  sudah sedemikian erat,  sehingga dikhawatirkan akan

terjadi  hal-hal  yang  dilarang  orang  syariat  Islam,  oleh  karenanya  meskipun

keduanya  masih  belum  cukup  umur  akan  tetapi  dalam  rangka  mencegah

kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan

konsep syadz al dzariah dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan  Qoidah

Fiqiyah;

 

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan anak

Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur’an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  di  atas  maka

Majelis  berpendapat  bahwa  permohonan  dispensasi  kawin Pemohon  telah

sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku,  dan

oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan

Undang-undang No.  50  tahun 2009,  maka semua biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  segala  peraturan  perundangan-undangan  serta  ketentuan

dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon  untuk

menikahkan anak  Pemohon bernama  (Darmi  Maryuni  binti  Adhari)

dengan  (Dahril Efendi bin Lukman); 

3. Memerintahkan    kepada    Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama Kecamatan  Pinang Belapis,  Kabupaten Lebong untuk

melaksanakan pernikahan tersebut;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 226.000.00 (Dua ratus dua puluh

enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim

pada  hari   Rabu  tanggal   27  November  2019 Masehi   bertepatan  dengan

tanggal   30 Rabi’ul Awwal 1440 oleh kami  Mukhlisin Noor, S.H. selaku Ketua

Halaman  11 dari 12 halaman,  Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis  dan  H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. serta  Sudiliharti, S.H.I.  masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hakim-Hakim Anggota dan Toni Indra, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,                                    Ketua Majelis,

dto dto
          

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H                        Mukhlisin Noor, S.H

Hakim Anggota,

dto

Sudiliharti, S.H.I.   Panitera Pengganti,

dto

             Toni Indra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,00

2. Biaya Proses : Rp.   50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,00

4. Biaya PNBP : Rp.   10.000.00

4. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,00

5. Biaya materai : Rp.                       6.000,00

Jumlah : Rp. 226.000.00 (Dua ratus dua puluh enam

ribu rupiah);

Halaman  12 dari 12 halaman,  Penetapan.Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Lbg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



“ANALISIS FENOMENA DISPENSASI KAWIN  

(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA LEBONG)” 

 
PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Apakah di daerah Kabupaten Lebong dengan adanya perubahan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang kenaikan batas minimal usia pernikahan menjadi 19 

tahun memiliki dampak terhadap berkurangnya permohonan dispensasi kawin atau 

sebaliknya? 

2. Bagaimana kondisi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lebong dari 

tahun 2019-2021? 

3. Apa saja alasan-alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan 

dispensasi kawin, apakah kondisi pemohon hamil atau memang sudah mau menikah di 

usia yang masih dini atau atas dasar perintah orang tua? 

4. Apa kriteria alasan pemohon yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama untuk izin 

mendapat penetapan dispensasi kawin? 

5. Apakah semua pengajuan permohonan dispensasi kawin yang diajukan diterima oleh 

Pengadilan Agama Lebong? 

6. Berapakah persentase permohonan dipensasi kawin yang diterima dan diperiksa oleh 

pengadilan agama Lebong? 

7. Berapakah persentase permohonan dispensasi kawin yang di tolak? 

8. Apa tujuan dari pemberian izin dispensasi kawin ? 

9. Bagaimana  pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Lebong dalam 

menetapkan perkara dispensasi kawin? 

10. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi kawin? 

11. Apa kendala yang ditemukan dalam proses perkara dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama Lebong? 

12. Adakah pihak-pihak yang dirugikan atas penetapan dispensasi  kawin ? 

13. Bagaimana dampak hukum atau akibat hukum setelah dikabulkannya permohonan 

dispensasi kawin? 

14. Permohonan Salinan Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Lebong 

dengan Nomor Perkara Dikabulkan dan Ditolak. 
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TAHUN 2023

 

 Nama  AGUS ALAMSYAH, S.H.

Jabatan  HAKIM PRATAMA MUDA

NIP 19880817.201712.1.001

Pangkat/Golongan Ruang  PENATA MUDA / (III/a)

Tempat, Tanggal Lahir  Bengkulu, 17 Agustus 1988

DAFTAR RIWAYAT JABATAN

No Nama Jabatan Keterangan Tahun
1 CALON HAKIM PENGADILAN AGAMA LEBONG 2017
2 HAKIM PENGADILAN AGAMA LEBONG 2020
    

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tingkatan Nama Lembaga Jurusan Tahun Lulus
1 SD SD NEGERI 65 KOTA BENGKULU  2001
2 SLTP SMP N 7 BENGKULU  2004

3 SLTA SMA 1 TALANG EMPAT  IPA 2007
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4 STRATA I UNIVERSITAS BENGKULU  ILMU HUKUM 2012

PENGHARGAAN / TANDA JASA

No Jenis Tanda Jasa Nama Tanda Jasa Tahun Instansi
     

     

 

 Nama  M. YANIS SAPUTRA, S.HI

Jabatan  HAKIM PRATAMA MUDA

NIP 19910417.201712.1.002

Pangkat/Golongan Ruang  Penata Muda Tingkat I (III/b)

Tempat, Tanggal Lahir Bandar Lampung, 17 April 1991

DAFTAR RIWAYAT JABATAN

No Nama Jabatan Keterangan Tahun
1 CALON HAKIM Pengadilan Agama Dabo Singkep 2017
2 HAKIM Pengadilan Agama Maninjau 2020

 3  HAKIM  Pengadilan Agama Lebong  2023

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tingkatan Nama Lembaga Jurusan Tahun Lulus
1 SD/MIN Min Sukarame Bandar Lampung  28 Juni 2003

2 SLTP Mts negeri 2 Tanjungkarang  26 Juni 2006
3 SLTA Man 1 Model Bandar Lampung  13 Juni 2009
4 STRATA I IAIN Raden Intan Lampung  31 Desember 2013

No Jenis Tanda Jasa Nama Tanda Jasa Tahun Instansi
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K E T U A 

Nama SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H.

Jabatan KETUA

NIP 197410222006042002

Pangkat/Golongan PENATA TK. I / (III/d)

Tempat, Tanggal Lahir Palembang, 22-10-1974

DAFTAR RIWAYAT JABATAN

No Nama Jabatan Satuan Kerja Tgl/Tahun
1 CAKIM Pengadilan Agama Arga Makmur 01-04-2006
2 HAKIM Pengadilan Agama Manna 24-06-2009

3 HAKIM Pengadilan Agama Rengat 17-11-2013
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4 HAKIM Pengadilan Agama Curup 12-07-2019
5 WAKIL KETUA Pengadilan  Agama Lebong 26-08-2021
6  KETUA Pengadilan Agama Lebong  

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tingkatan Nama Lembaga Jurusan Tahun Lulus
1 SDN 01 Arga Makmur  1986
2 SMPN 01 Arga Makmur  1988
3 SMAN 01 Arga Makmur Biologi 1992
4 S.1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Makassar  Syariah 1998

5 S.2 Universitas Islam Riau  Hukum 2015

PENGHARGAAN / TANDA JASA

No Jenis Tanda Jasa Intansi Pemberi Tahun Instansi
 1   PENGABDIAN SATYA KARYA SEWINDU 2014 MA RI

 2   PENGABDIAN SATYALANCANA KARYA X  2017  PRESIDEN RI

 

W A K I L   K E T U A 

Nama Dr. FAISAL AMRI, S.H.I, M.H.

Jabatan WAKIL KETUA

NIP 19841023.200912.1.003

Pangkat/Golongan PENATA TK. I / (III/d)

Tempat, Tanggal Lahir Bengkulu, 23 Oktober 1984

DAFTAR RIWAYAT JABATAN

No Nama Jabatan Satuan Kerja Tgl/Tahun
1 Calon Hakim Pengadilan Agama Bengkulu,  Tahun 2009 

2 Calon Hakim Pengadilan Agama Semarang, Tahun 2011
3 Hakim Tingkat

Pertama
Pengadilan Agama Padang Panjang,  Tahun 2013

4 Hakim Tingkat
Pertama

Pengadilan Agama Pringsewu, Tahun 2018 

5 Hakim Tingkat
Pertama,

 Pengadilan Agama Soreang Tahun 2020 

6 Hakim Tingkat
Pertama,

Pengadilan Agama Curup,  Tahun 2021

7 Wakil Ketua
Pengadilan Pengadilan Agama Lebong

Tahun 2022

    

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No Tingkatan Nama Lembaga Jurusan Tahun Lulus
1  SD  SD negeri Nomor 52 Gading Cempaka  1997 

2  SLTA/SEDERAJAT  Pondok Modern Darussalam Gontor   2004
3  S1  Institut Agama Islam Negeri Bengkulu   2009
4  S2  Universitas Andalas   2016
5     

PENGHARGAAN / TANDA JASA

No Jenis Tanda Jasa Intansi Pemberi Tahun Instansi
  SATYALANCANA KARYA SATYA 10TAHUN  Presiden RI  2020  Presiden RI
  SATYA KARYA SEWINDU  Ketua MA RI  2018  MA - RI
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